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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Mengakibatkan 

Luka (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. 

Gsk)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang telah dituangkan pada 2 

(dua) rumusan masalah yaitu : Bagaimana perspektif penologi dalam pertimbangan 

hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang 

mengakibatkan luka, bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap terhadap 

putusan hakim dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan 

luka.   

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif 

dengan didukung studi kepustakaan. Data yang digunakan pada penelitian ini 

terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan 

hukum primer berasal dari putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN. Gsk sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari buku-buku, 

jurnal, artikel, skripsi, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisa 

deskriptif dengan pola pikir deduktif.  

Hasil pada penelitian ini telah menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum 

Hakim pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Gsk dengan menjatuhkan 

sanksi pidana penjara 2 bulan terhadap terdakwa ditinjau dari penologi lebih sesuai 

dengan teori gabungan. Dimana teori gabungan ini untuk penjatuhan sanksi pidana 

tidak hanya berfokus pada unsur balas dendam pada pelaku, melainkan juga 

memfokuskan pada tujuan penjatuhan pidana yang dapat mencapai ketertiban pada 

masyarakat dan memberikan pencegahan pada pelaku serta memberikan efek jera 

pada Anak, sehingga nantinya ia tidak akan mengulanginya lagi. Meskipun dalam 

hal ini, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim relatif lebih ringan 

dari peraturan Pasal 170 KUHP Ayat 2 ke-1. Yang hal ini berdasarkan 

Pertimbangan hukum Hakim, bahwa dalam diri Anak tidak ditemukan alasan-

alasan yang dapat menghapuskan pidana anak, terdakwa tidak pernah dihukum, 

terdakwa juga masih berstatus sekolah yang mana masih mempunyai masa depan 

yang panjang. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana pengeroyokan 

disebut dengan tindakan penganiayaan (jinayah pada selain jiwa). Perbuatan 

terdakwa tergolong pada jarīmah ta’zīr, hal ini dikarenakan pelukaan yang 

dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dapat dikenai hukuman ta’zīr serta 

sanksi yang dijatuhkan pada terdakwa telah sesuai dengan tujuan dari sanksi dari 

ta’zīr yaitu sanksi ta’zir represif dan kuratif yaitu supaya Anak merasa jera dan 

tidak akan mengulanginya lagi. 

Keterkaitan dengan hasil kesimpulan di atas, maka bagi para penegak 

hukum pada prakteknya untuk tetap menjalankan prinsip-prinsip pada lingkup 

masyarakat benar-benar dapat terlaksana dengan baik terutama pada tindak pidana 

kekerasan dimana dari pihak pelaku dan korban sama-sama untuk diperhatikan 

sehingga dapat terciptanya rasa keadilan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Tindak pidana dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan istilah 

Strafbaar feit. Strafbaar feit ini terdapat tiga kata, yaitu starf, baar dan feit. 

Untuk kata starf diartikan dengan artian pidana dan hukum. Kemudian kata 

baar artinya dapat atau boleh. Sedangkan feit memiliki arti tindak, peristiwa, 

pelanggaran serta perbuatan.1 Istilah strafbaar feit ini dapat diartikan bahwa 

suatu tindakan yang melanggar atau melawan dan bertentangan dengan undang-

undang atau hukum dimana tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh 

seseorang nantinya tindakan itu akan dipertanggungjawabkan.  

Pada sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam 

Pasal 1 ayat 1 terkenal dengan istilah asas legalitas (Nullum delictum nulla 

poena sine praevia lege poenali), yang berbunyi bahwa suatu tindakan atau 

perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika negara telah melakukan kejahatan 

pada tindakan tersebut melalui undang-undang (legislasi).2 Tindak pidana 

adalah suatu tindakan kriminalitas yang terbentuk dari suatu perilaku yang   

menyimpang. Perilaku menyimpang tersebut adakalanya telah melekat pada 

lingkungan masyarakat.  

 
1 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 69. 
2 Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law 

Theory),” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (October 8, 2014), 117, 

https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132. 
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Akibat dari adanya perilaku menyimpang juga menjadikan ancaman 

terhadap norma-norma sosial yang kemudian berujung pada arah tindak pidana. 

Dengan berkembangnya negara saat ini, semakin banyak tindak pidana yang 

dilakukan oleh manusia, tidak hanya dari kalangan orang dewasa bahkan anak-

anak yang masih di bawah umur juga menjadi pelaku dalam tindak pidana. Di 

era globalisasi saat ini, anak lebih cenderung terkena penyimpangan tingkah 

laku dikarenakan masih berada pada tahap perkembangan fisik dan psikis.3 

Anak yang berada pada masa pertumbuhan jika melakukan suatu perbuatan 

yang menurutnya perbuatan biasa, akan tetapi secara yuridis perbuatan yang 

dilakukannya dapat masuk kepada kategori tindak pidana.  

Suatu kenakalan pada anak disebut dengan istilah Juvenile delinquency, 

yang artinya anak mempunyai cacat sosial.4 Suatu perbuatan kenakalan yang 

dilakukan oleh anak dapat membawanya bisa berhadapan dengan hukum. Saat 

ini, sering dijumpai anak-anak melakukan tindak pidana yang kemudian 

dimasukkan ke dalam penjara, atau rumah tahanan dan kebanyakan anak-anak 

diperlakukan sama seperti orang dewasa. Akibat ulah dari anak yang telah 

melakukan perbuatan tindak pidana hal ini menjadi problem di kalangan 

masyarakat.  

Akhir-akhir ini, sering ditemui tindak pidana yang bercorak pada 

perguruan silat, seperti Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Kera Sakti, 

Pagar Nusa (PN). Pelaku tidak hanya dari orang dewasa namun anak juga 

 
3 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Cet 6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

49. 
4 Maidin Gultom, Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2014), 67. 
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menjadi peran dalam tindak pidana tersebut. Faktor seorang anak dapat 

melakukan suatu tindak kejahatan biasanya kurangnya pengawasan dari orang 

tua dan faktor lingkungan pertemanan.  

Viral-nya kasus tindak pidana yang terjadinya pada anak saat ini adalah 

tindak pidana pengeroyokan. Tingkat kriminalitas tindak pidana pengeroyokan 

pada tahun ini menjadi suatu permasalahan di para kalangan remaja. 

Kebanyakan pengeroyokan dilakukan oleh para remaja atas dasar membawa 

nama perguruan silat. Banyak anak-anak yang mengikuti perguruan silat hanya 

sebagai ajang untuk memperlihatkan bahwa ia hebat karena bisa mengikuti 

ajang perguruan silat.  

Selain hal tersebut, kebanyakan anak melakukan tindak pidana 

pengeroyokan untuk menjadikan suatu perbuatan balas dendam dan menjadi 

jalan pintas bagi sekelompok orang atau anak agar dapat menyelesaikan 

permasalahan yang mereka alami tanpa berfikir panjang untuk akibat 

kedepannya. Banyak motif yang diniatkan untuk melakukannya bahkan bisa 

saja yang awalnya hanya ingin sekedar menegur kemudian berujung pada 

kekerasan fisik. Tak jarang akibat dari perbuatannya banyak korban yang 

mengalami luka-luka dan sampai ada yang meninggal.  

Pada setiap perbuatan pidana pastinya sudah terdapat aturan perundang-

undangan yang mengaturnya. Di Indonesia telah terdapat aturan perundang-

undangan terutama pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

selanjutnya disebut dengan KUHP. Pada peraturan tersebut telah termuat pasal 

yang telah mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan secara terang-
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terangan dan tenaga bersama untuk melakukan suatu perbuatan kekerasan 

kepada orang hingga menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan 

rusaknya suatu barang. Tindak pidana ini sering dinamai dengan tindak pidana 

pengeroyokan dan perusakan.5  

Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka adalah suatu 

perbuatan yang telah melanggar hukum atas suatu perbuatan tindak pidana yang 

ditemui adanya delik dengan dilakukan secara sengaja. Perbuatan tersebut juga 

bertentangan dengan norma hukum, dan tindak pidana ini juga termuat pada 

Pasal 170 KUHP yang bunyinya: 

1. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan dengan cara terang-

terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan kepada orang 

maupun barang, maka ia akan diberikan ancaman dengan pidana 

penjara paling lama yaitu lima tahun enam bulan.  

2. Yang telah terbukti bersalah akan dikenai hukuman:  

a) Akan dikenai pidana penjara lamanya tujuh tahun, jika ia 

melakukannya dengan sengaja menghancurkan barang atau jika 

kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka-luka. 

b) Pidana penjara selama Sembilan tahun, apabila kekerasan tersebut 

mengakibtakan luka berat. 

c) Dikenakan pidana penjara seluruhnya dua belas tahun, jika 

kekerasannya sampai menghilangkan nyawa.  

 

Anak yang telah terlibat pada permasalahan hukum maka wajib akan 

dikenai sanksi atas perbuatannya. Akan tetapi, untuk proses penegakan hukum 

pada anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan proses yang lebih 

khusus daripada orang dewasa. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang 

menjelaskan bahwa anak sebagai pelaku kejahatan, untuk proses hukumnya 

 
5 Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 65. 
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dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan hingga 

ditahap akhir yaitu menjalani pemidanaan harus disesuaikan dengan Undang-

Undang tersebut.   

Terkait hal tersebut juga didukung sebagaimana yang termuat pada Pasal 

79 UU No.11 Tahun 2012 yang menyatakan: 

1. Menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan apabila anak 

telah melakukan tindak pidana berat maupun tindak pidana yang 

disertai dengan kekerasan. 

2. Pidana pembatasan kebebasan yang akan dijatuhkan pada anak paling 

½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan 

kepada orang dewasa. 

Merujuk penjelasan pasal tersebut, anak yang melakukan tindak pidana 

pengeroyokan sampai mengakibatkan korban mengalami luka dapat dikenakan 

hukuman dari ½ hukuman penjara orang dewasa.  

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana pengeroyokan adalah suatu 

perbuatan yang melukai atau penganiayaan (jinayah pada selain jiwa). 

Penganiayaan pada delik hukum positif memiliki arti yang sama pada hukum 

pidana islam yaitu jarīmah. Jarīmah merupakan suatu larangan syara’ yang 

mendapat ancaman hukuman hād, ta’zīr dan qiṣāṣ.6 Akan tetapi, dalam hukum 

islam terdapat perdebatan usia anak dikalangan para fuqaha. Karena dalam 

hukum islam, anak tidak mempunyai beban tanggung jawab hukum dari usia 

berapaun hingga ia mengalami purbetas. Sehingga para qadhi hanya dapat 

memberikan peringatan atas kesalahannya.7 

 
6 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet ke 2 (Jakarta: Bahan Bintang, 1976), 9. 
7 Abdur Rahman I. Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 16. 
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Sebagai contoh kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Gresik terkait 

tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dengan bermotif balas 

dendam karena sebelumnya ia menjadi korban pengeroyokan dari salah satu 

anggota perguruan silat SH (Setia Hati). Permasalahan hukum dalam bentuk 

perbuatan pidana yang penulis kaji pada penelitian ini adalah terkait dengan 

putusan Hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak 

secara bersama-sama yang dilakukan terhadap orang lain hingga menyebabkan 

kedua korban mengalami luka-luka. Sebagaimana yang termuat pada putusan 

Hakim Pengadilan Negeri Gresik No. 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk. 

Pada perkara ini, seorang anak yang menjadi pelaku dalam kasus 

pengeroyokan dan telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana hingga 

menyebabkan orang lain menjadi korban. Maka, atas perbuatannya, Penuntut 

Umum memberikan dakwaan tunggal dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. 

Sebagaimana atas dakwaan tunggal tersebut Penuntut umum menuntut pelaku 

untuk dihukum atas perbuatannya dengan memberikan hukuman 4 bulan 

penjara. Akan tetapi, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

memberikan putusan bahwa anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 

bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

oleh anak.  

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian pada 

putusan hakim, sebagaimana terdakwa mendapatkan hukuman yang rendah. 

Pada hal ini, peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan 

hakim terhadap kasus pengeroyokan pada putusan tersebut dan menganalisis 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

7 

 

 
 

putusan hakim dengan menggunakan teori-teori penologi dan pandangan dalam 

hukum pidana islam untuk dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) 

dengan judul: “Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap 

Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Yang Mengakibatkan 

Luka (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Gsk)” 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan 

faktor masalah yaitu :  

1. Di Indonesia saat ini terdapat maraknya tindak pidana pengeroyokan yang 

berlatar belakang dengan motif balas dendam yang mengakibatkan luka.  

2. Kurangnya pengawasan dan faktor lingkungan yang membuat anak 

melakukan suatu tindak pidana pengeroyokan.  

3. Tindak pidana pengeroyokan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara 

terang-terangan dan tenaga bersama untuk melakukan suatu perbuatan 

kekerasan kepada orang hingga menyebabkan luka-luka. 

4. Peraturan sanksi tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam KUHP 

yang terdapat pada pasal 170 KUHP. 

5. Perspektif penologi dalam pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi 

tindak pidana pengeroyokan pada putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 

4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk. 

6. Analisis hukum pidana Islam pada putusan Pengadilan Negeri Gresik 

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk. 
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Untuk membatasi permasalahan tersebut supaya pembahasan pada skripsi 

ini tidak melebar, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Perspektif penologi dalam pertimbangan Hakim terhadap sanksi perkara 

tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka studi 

putusan Pengadilan Negeri Gresik No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk.  

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim dalam tindak pidana 

pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka studi putusan Pengadilan 

Negeri Gresik No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan batasan masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perspektif penologi dalam pertimbangan hakim terhadap sanksi 

tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka (Studi 

Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk)? 

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim dalam 

tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka (Studi 

Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk)? 

D. Tujuan Penelitian 

Pada tujuan penelitian ini diharapkan supaya dapat menjelaskan rumusan 

masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini 

yaitu antara lain :  
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1. Untuk mengetahui analisis penologi dalam pertimbangan hakim terhadap 

sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan luka 

(Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk). 

2. Untuk mengetahui dan memaparkan terkait perspektif hukum pidana Islam 

terhadap putusan hakim dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang 

mengakibatkan luka (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk). 

E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dilakukan, hal ini sangat 

diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi banyak orang. Maka 

dengan hal ini, penulis menguraikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara 

praktis, di antaranya adalah :  

1. Secara teoritis (keilmuan), penelitian ini sangat diharapkan dapat 

memberikan ilmu pengetahuan terkait dengan pemahaman mengenai sanksi 

terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka 

dalam perspektif penologi dan hukum pidana Islam.  

2. Secara praktis (terapan), pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan secara spesifik tentang sanksi tindak pidana pengeroyokan yang 

mengakibatkan luka dalam pandangan penologi dan hukum pidana Islam. 

Dan sekaligus dalam penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan 

informasi pada orang tua, masyarakat, lebih terkhusus lagi untuk anak agar 

tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan.  
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F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan suatu pengidentifikasian dalam suatu karya 

ilmiah atau penelitian yang sebelumnya pernah dibahas oleh peneliti lain. 

Fungsi dari kajian pustaka ini adalah untuk mencari bahan pustaka yang diambil 

dari media cetak ataupun elektronik yang mana hal ini sangat berguna dalam 

mendapatkan informasi data yang berbeda dan sesuai dengan penelitian 

penulis.8 Adapun dalam hal ini penulis telah mendapat rujukan skripsi yang 

pembahasannya relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah : 

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Chabibah yang berjudul “Disparitas Pidana 

Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak 

(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 

20/PID.Sus.Anak/2020/PN-JMB dan Putusan Hakim Nomor: 

28/PID.Sus.Anak/2020/PN-JMB)”. Skripsi ini telah dibuat pada tahun 2022, 

pada penelitian ini lebih berfokus pada analisis dasar pertimbangan hakim 

dalam memutus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.9 

Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu meninjau dasar pertimbangan 

hakim. Akan tetapi juga terdapat perbedaan dari penelitian di atas dengan 

penelitian ini adalah peneliti meninjau putusan hakim kemudian dianalisa 

dari perspektif penologi dan hukum pidana islam.  

 
8 Tim Reviewer UIN Sunan Ampel Surabaya, Teknik Penulisan Karya Ilmiah (Surabaya: UIN 

SUNAN AMPEL, 2015), 332. 
9 Siti Nur Chabibah, Elly Sudarti, and Yulia Monita, “Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana 

Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi 

Nomor: 20/PID.Sus.Anak/2020/PN-JMB Dan Putusan Nomor: 28/PID.Sus.Anak/2020/PN-JMB)” 

(other, Universitas Jambi, 2022), https://repository.unja.ac.id/38952/. 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Yuniar Kusuma Wardhani yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak 

Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”. 

Skripsi ini telah ditulis pada tahun 2021, pada penulisan penelitian ini objek 

yang diteliti yaitu meninjau terkait proses penyidikan tindak pidana 

pengeroyokan oleh anak hingga menyebabkan kematian ditinjau dari segi 

hukum pidana islam.10 Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut 

dengan penelitian ini yaitu lebih mengarah pada analisis dasar pertimbangan 

hakim serta putusan hakim yang ditinjau dari segi penologi dan hukum 

pidana islam. persamaan pada penelitian ini sama-sama meninjau terkait 

tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. 

3. Jurnal artikel yang ditulis oleh Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung 

Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani yang berjudul 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah 

Umur Mengakibatkan Kematian”. Jurnal artikel ini dirilis pada tahun 2022, 

yang mana pada penelitian ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban 

pidana pengeroyokan oleh anak dengan menyesuaikan peraturan Undang-

Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.11 

Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti berfokus pada analisa sanksi 

 
10 Yuniar Kusuma Wardhani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 

Pengeroyokan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian; Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya” 

(undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), http://digilib.uinsby.ac.id/49229/. 
11 Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, 

“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengeroyokan oleh Anak di Bawah Umur Mengakibatkan 

Kematian,” Jurnal Interpretasi Hukum 3, no. 1 (March 2, 2022): 199–203, 

https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4744.199-203. 
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tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ditinjau dari segi 

penologi dan hukum pidana islam. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-

sama mengkaji terkait dengan sanksi tindak pidana pengeroyokan yang 

dilakukan oleh anak. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati yang berjudul “Penegakan Hukum 

Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam 

Perspektif Keadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi 

Kasus Putusan No: 1/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JMB). Skripsi ini telah 

ditulis pada tahun 2021, fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah 

analisis penegakan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana 

pengeroyokan dalam perspektif keadilan.12 Yang menjadi pembeda antara 

penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu peneliti lebih kepada sanksi anak 

sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka 

ditinjau dari segi penologi serta hukum pidana islam. Sedangkan persamaan 

pada penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis terkait sanksi pidana 

kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan.  

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang sekarang. 

Persamaan yang terdapat yaitu sama-sama meninjau terkait dengan tindak 

pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Sedangkan perbedaannya yang 

mana pada penelitian ini meninjau terkait dengan analisa putusan hakim dan 

 
12 Nurhayati, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan 

Dalam Perspektif Keadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Putusan 

Pidana No : 1/PID.SUS-ANAK/2021/PN JMB)” (Tesis, Universitas Batanghari, 2021), 

http://repository.unbari.ac.id/835/. 
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pertimbangan hakim yang ditinjau dari perspektif penologi dan hukum pidana 

Islam. 

G. Definisi Operasional 

Pada definisi operasional ini mempunyai tujuan yaitu untuk lebih dapat 

memperjelas dan supaya tidak adanya kesalahpahaman dalam pembahasan 

penelitian. Maka dengan demikian, penulis akan memberikan beberapa definisi 

yang harus diuraikan dalam penelitian ini adalah antara lain:  

1. Penologi  

Penologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari 

tentang pidana maupun pemidanaan terutama dalam penerapan sanksi 

pidana untuk pelaku kejahatan.13 Penologi bukan hanya mempelajari terkait 

dengan cara menghukum pelaku tindak pidana akan tetapi, juga mengkaji 

terkait dengan pengobatan, percobaan, dan pendidikan yang dengan tujuan 

untuk merehabilitasi. Penologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

membahas terkait tentang teori penologi kemudian diterapkan pada sanksi 

pidana tindak pidana pengeroyokan oleh anak. 

2. Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana islam adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan 

ketentuan-ketentuan hukum syara’ dimana terdapat larangan untuk 

melakukan perbuatan sesuatu dan melanggar suatu aturan yang nantinya 

akan dikenai hukuman, baik itu hukuman penderitaan badan maupun 

 
13 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 46. 
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harta.14 Hukum pidana islam memiliki klasifikasi hukuman yang terdiri dari 

hukuman hudūd, qiṣāṣ, ta’zīr, yang mana pada hukuman tersebut terdapat 

tujuan yang berbeda dari setiap hukumannya. Hukum pidana Islam yang 

dimaksud pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan filsafat hukum pidana 

Islam. 

3. Pengeroyokan  

Pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama 

yang ditujukan pada orang dengan sengaja hingga menyebabkan luka-luka 

baik luka ringan maupun luka berat dan menimbulkan rasa sakit. Tindak 

pidana pengeroyokan ini telah diatur dalam pasal 170 KUHP pada buku 

kedua bab lima.15 

4. Pidana Anak 

Pidana adalah penderitaan yang telah diberikan pada seseorang yang 

sudah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam suatu peraturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP).16 Sedangkan anak yang dimaksud yaitu anak yang telah berusia 

12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana.17 Sehingga arti dari 

tindak pidana anak adalah suatu perbuatan tindak pidana yang telah 

 
14 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 2. 
15 Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHAP : dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge 

Raad (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 214. 
16 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Tangerang Selatan: PT Nusantara 

Persada Utama, 2017), 140. 
17 Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: 

MediaPressindo, 2018), 6. 
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dilakukan oleh anak di mana perbuatan tersebut telah melanggar aturan 

hukum sehingga ia harus menerima hukuman atas perbuatannya.  

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum normatif adalah kajian atau menelaah suatu 

permasalahan hukum dengan tujuan untuk memecahkan masalah hukum secara 

normatif. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah guna 

memperoleh data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Penelitian ini adalah 

sarana yang digunakan oleh peneliti agar dapat memperkuat, memecahkan 

masalah dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memakai 

metode ilmiah.18  Penulis menggunakan metode sebagai berikut:   

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

normatif, yaitu penulisan karya ilmiah yang dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan (library research) dan cari konsep, pendapat atau wawasan 

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.19 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) model 

pendekatan yaitu, yang pertama, pendekatan kasus (case approach), kedua, 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), ketiga, pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Untuk pendekatan kasus (case 

approach) ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap suatu kasus yang 

 
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 

2006), 3. 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), 59. 
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berkaitan dengan isu hukum yang telah dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah 

merupakan kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu 

putusan pengadilan.20  

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu 

pendekatan pada permasalahan yang berdasar pada sudut hukum positif 

sehingga bahan utama yang akan dianalisis pada penelitian ini ialah pasal 

170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan. Sedangkan untuk 

pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan 

mengidentifkasi dan memahami terkait dengan konsep hukum yang telah 

ditemukan pada doktrin-doktrin maupun perundang-undangan.21 

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif 

teori penologi dan hukum pidana Islam pada putusan No.4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Gsk. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini 

dibagi menjadi dua yaitu:   

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan yang didapatkan dan 

dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama.22 Pada penelitian ini 

 
20 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Cet.2 (Bandung: 

Citra Aditya Bhakti, 2006), 139. 
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 139. 
22 Ibid, 137. 
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sumber bahan primer didapatkan dari Putusan Perkara No.4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Gsk. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari studi 

kepustakaan dengan meneliti buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan 

peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.23 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memuat data yang akan diperlukan sebagai bahan analisis 

pada penelitian ini maka dalam penelitian menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Teknik Dokumentasi 

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara menelaah serta membaca data yang telah didapatkan.24 Pada 

teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber 

yang akan diteliti yaitu berkas-berkas terkait dengan putusan perkara 

No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk untuk mendapatkan data terkait 

pertimbangan hukum Hakim dan dasar putusan Hakim dalam 

menjatuhkan putusan tindak pidana pengeroyokan. 

b. Teknik Kepustakaan 

Teknik kepustakaan yaitu dengan cara menelaah atau mencari 

informasi yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas pada 

 
23 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 23. 
24 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 43. 
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penelitian ini bersumber dari buku-buku atau literatur lainnya. Teknik 

ini digunakan untuk mendapatkan data teori-teori penologi dan hukum 

pidana islam tentang tindak pidana pengeroyokan. Data yang dimaksud 

ialah buku-buku antara lain:  

1) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan 

Pidana, 2010. 

2) Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, 

2014. 

3) Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 2005. 

4) C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, 2016. 

5) Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan 

Syariat Dalam Wacana dan Agenda, 2003. 

6) Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah, 2000. 

7) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 2005. 

8) Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh 

Jinayah, 2015. 

9) Nuralailatul Musyafa’ah, Hadis Hukum Pidana, 2013. 

5. Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Editing  

Editing adalah meninjau ulang data dengan cermat, benar serta tepat 

yang mengenai sumber data yang telah diperoleh dan kemudian akan 
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ditelaah kembali dengan data yang sudah ada baik dari data lapangan 

maupun kepustakaan.25 Pada penelitian ini, penulis akan meninjau 

kembali terkait sanksi tindak pidana pengeroyokan Putusan 

No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk. 

b. Organizing 

Organizing adalah suatu proses pengelompokan data, pencatatan 

serta penyajian fakta untuk tujuan penelitian dari hasil data yang telah 

diperoleh. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik Organizing 

ini dengan sistem menyusun data secara sistematis yang berhubungan 

dengan Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk. 

c. Analyzing 

Analyzing adalah menganalisis data dengan pandangan teori 

penologi dan hukum pidana islam terkait Putusan Pengadilan Negeri 

Gresik Nomor. No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk Tentang Tindak 

Pidana Pengeroyokan. 

6. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah teknik 

deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang memberikan deskripsi atau 

gambaran pada objek melalui data yang telah dikumpulkan.26 Teknik 

analisa data pada skripsi ini menggunakan teknik analisa deskriptif dengan 

pola pikir deduktif, hal ini menjelaskan dari pembahasan yang umum 

 
25 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 165. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D) 

(Alfabeta, 2008), 29. 
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kemudian dikaitkan dengan hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini data 

terkait Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan perkara No.4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Gsk kemudian dianalisa menggunakan teori penologi dan 

hukum pidana islam. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini membutuhkan perincian pembahasan yang 

sistematis supaya dapat dengan mudah untuk difahami. Hal ini telah berpacu 

dengan buku “Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Tugas Kuliah, 

Proposal dan Tugas Akhir Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 

Surabaya Tahun 2022” dengan sistematika yang sudah terbagi menjadi lima 

bab, yang mana masing-masing bab telah terdapat sub bab yang sesuai dengan 

pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan yang akan diuraikan 

diantaranya yaitu : 

Bab pertama adalah Pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah kerangka teoritis, pada bab ini menjelaskan terkait 

Tindak pidana pengeroyokan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam 

dengan teori-teori penologi serta menjelaskan klasifikasi hukuman dalam 

hukum pidana islam.  

Bab ketiga adalah menjelaskan gambaran umum tindak pidana 

pengeroyokan dalam putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk. Pada bab ini 
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berisikan deskripsi kasus tindak pidana pengeroyokan, dasar pertimbagan 

hakim dan amar putusan hakim.  

Bab keempat adalah menganalisis putusan No.4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Gsk tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan 

luka dalam perspektif penologi dan hukum pidana islam. Pada bab ini, 

menjelaskan mengenai analisis perspektif penologi dalam pertimbangan hakim 

pada putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk, dan analisa putusan 

No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk menurut hukum pidana islam. 

Bab kelima adalah bagian penutup. Pada bagian bab ini memuat 

kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil dari penelitian. 
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BAB II  

PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

A. Tindak Pidana dan Teori Penologi 

1. Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Positif 

Perbuatan pidana adalah suatu peristilahan yang di dalamnya terdapat 

pengertian dasar pada ilmu hukum pidana, dimana telah terbentuk pada 

kesadaran yang telah memberikan ciri tertentu diperistiwa hukum pidana.1 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mana untuk para pelaku 

kejahatan akan dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya dan 

pelaku adalah subjek dari suatu tindak pidana.2 Dasar yang utama 

menjatuhkan suatu pidana pada pelaku sebagaimana yang telah termuat 

dalam Pasal 1 KUHP yaitu Asas Legalitas yang mana tidak ada suatu tindak 

pidana maupun dipidana tanpa adanya suatu aturan perundang-undangan 

hukum pidana terlebih dulu (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege 

poenali).3  

Perbuatan pengeroyokan adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

dengan cara sengaja atau yang sudah direncanakan sebelumnya hingga 

menyebabkan korban mengalami sakit dan luka, baik luka ringan maupun 

luka berat. Aturan yang terdapat pada KUHP untuk delik pengeroyokan 

adalah perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian 

 
1 Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan Ke 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 51. 
2 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Cetakan Ke-3 (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2012), 50. 
3 Vivi Kartika Sari, Erdianto Erdianto, and Ledy Diana, “Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan 

oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota” (Journal: Article, Universitas 

Riau, 2016), 5, https://www.neliti.com/id/publications/186474/. 
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pada fisiknya dan bisa sampai kehilangan nyawanya. Tindak pidana 

pengeroyokan ini telah bertentangan dengan norma hukum yang ada, 

sebagaimana tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam KUHP (kitab 

undang-undang hukum pidana) pada buku ke-II termuat dalam bab V.4 

 Tindak pidana pengeroyokan terdapat dalam Pasal 170 KUHP yang 

mana pada ayat pertama berbunyi, bagi siapa saja yang terdapat dimuka 

umum dan bersama-sama untuk melakukan kekerasan pada orang atau 

barang maka akan dikenakan hukuman penjara selama lima tahun enam 

bulan. Sedangkan pada ayat kedua terdapat 3 (tiga) poin, yang mana pada 

poin pertama, seseorang akan dikenakan hukuman penjara selama 7 tahun 

apabila ia melakukannya dengan sengaja merusakkan suatu barang atau 

melakukan kekerasan hingga menyebabkan luka. Poin kedua, orang yang 

melakukan kekerasan hingga menyebabkan luka berat pada tubuh korban 

maka akan dikenakan sanksi penjara selama 9 tahun sedangkan untuk poin 

ketiga, dikenakan hukuman penjara 12 tahun apabila kekerasan yang 

dilakukannya hingga menghilangkan nyawanya seseorang.5 

Aturan hukum yang telah berlaku bahwa seseorang tidak dapat 

dijatuhkan pidana yang sudah ditetapkan tanpa memenuhi unsur-unsur yang 

sudah tertera di dalam pasal pemidanaan. Maka untuk hal tersebut untuk 

 
4 Muhammad Yusuf and Andri Winjaya Laksana, “Upaya Kejaksaan Dalam Pembuktian Tindak 

Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Demak),” 

Universitas Islam Sultan Agung Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (Kimu) 2, 2019, 250, 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8823. 
5 Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, and Muhammad Yudha Novandre, 

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul:,” Jurnal 

Sosial Humaniora Dan Pendidikan 1, no. 3 (September 21, 2022): 148, 

https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i3.130. 
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memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP diuraikan 

sebagai berikut:6 

a) Barang siapa 

Kalimat barang siapa ini menunjukan pada semua orang atau pribadi 

seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga orang 

tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman atas perbuatannya. 

b) Di muka umum 

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilakukan ditempat 

terbuka atau telah dilakukan di suatu tempat yang mana orang lain dapat 

melihatnya. Sehingga peristiwa tersebut secara terang-terangan 

dilakukan di kalangan umum.  

c) Bersama-sama 

Arti kata bersama-sama ini merupakan suatu perbuatan yang 

dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) orang akan tetapi dilakukan oleh 

beberapa orang yaitu lebih dari satu orang dalam melakukan kekerasan 

secara bersama-sama dan menggunakan tenaga bersama. 

d) Kekerasan 

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang 

lain dan melanggar hukum dengan cara mempergunakan tenaga atau 

kekuatan yang kuat. Kekerasan yang termuat pada pasal 170 KUHP ini 

terdiri dari 2 makna yaitu merusak barang dan penganiayaan.  

 
6 Dody Eko Wijayanto, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan 

Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.,” Jurnal 

Independent 1, no. 2 (September 1, 2013): 40, https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.10. 
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e) Terhadap orang atau barang 

Perbuatan yang dilakukan ialah perbuatan kekerasan yang ditujukan 

kepada orang atau barang sebagai korban yang mengalami kerugian baik 

fisik maupun finansial.   

2. Teori-Teori Penologi  

Asal mula kata penologi berasal dari bahasa Perancis yang terdapat 

kata Penal dan Logos yang mempunyai arti yaitu pidana. Serta dapat 

diartikan dalam bahasa latin yaitu Poena yang mempunyai arti denda atau 

hukuman. Kata Logos dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Maka 

secara harfiah penologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari 

terkait pidana atau pemidanaan.7 

Penologi juga merupakan bagian dari Penitensier, yang mana kata 

penitensier ini berasal dari Penitentiere Recht artinya perkataan hukum 

terkait pemidanaan. Secara keseluruhan Penitensier dapat diartikan sebagai 

hukum Penitensier yang mempelajari terkait norma-norma dalam 

permasalahan pidana, dasar dari seseorang dapat dipidana dan berapa lama 

waktu seseorang dipidana, serta mengatur terkait lembaga pidana yang sudah 

dibentuk dalam peraturan perundang-undangan di hukum pidana materiil.8 

Sehubungan dengan pemidanaan, dalam hal ini terdapat pula tujuan 

dari pemidanaan. Penologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan 

pemidanaan. Seiring dengan berkembangnya dinamika dalam ilmu hukum 

 
7 I Gusti Ngurah Parwata, Penologi (Bali: Unud Press, 2016), 5. 
8 C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 5. 
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pidana, maka terdapat teori-teori pemidanaan yang dikemukakan oleh 

beberapa pakar, yang dasar dari pemikirannya berpacu pada persoalan-

persoalan kenapa suatu kejahatan dapat dikenakan pidana. Adapun teori-

teori dari penologi tersebut yaitu :  

1. Teori Absolut atau Teori Retributive 

Teori absolut ini dikenalkan oleh Kent dan Hegel, dan munculnya 

teori ini pada abad ke-18. Teori ini berkaitan dengan landasan etika yang 

merupakan landasan dari penanganan pidana terhadap individu yang telah 

melanggar suatu aturan hukum yang telah ada. Sifat dari teori ini adalah 

backward-looking yang mana pidana adalah konsekuensi sistematis dari 

adanya sebuah perbuatan, dan teori ini dikatakan sebagai bentuk 

pembalasan.9 

Teori absolut menilai bahwa pemidanaan adalah suatu pembalasan 

atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut teori ini, dasar 

dari hukuman tersebut harus dicari dari kejahatan yang dilakukannya, 

karena akibat dari kejahatan tersebut membuat orang lain menjadi 

menderita. Pembalasan diartikan sebagai alasan penghukuman untuk bisa 

mempidanakan seseorang karena suatu kejahatannya yang mana hal ini 

dibenarkan karena suatu kejahatan membuat derita bagi orang lain. Hal 

ini juga telah dikemukakan oleh Hegel sebagaimana yang telah dikutip 

oleh Ayu Efritadewi pada bukunya Hukum Pidana, bahwa suatu pidana 

 
9 Marli Candra and M. Jazil Rifqi, “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Penologi,” Al-Jinayah: Jurnal 

Hukum Pidana Islam 7, no. 2 (2021): 13–14. 
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adalah suatu kewajiban logis sebagai konsekuensi dari adanya perbuatan 

kejahatan.10 

Menurut Muladi yang dikutip oleh Zainal Abidin dalam bukunya, 

bahwa teori absolut ini menilai bahwa pemidanaan adalah suatu 

pembalasan atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh pelaku sehingga 

mengarah pada perbuatan kejahatan itu sendiri dan terletak pada kejadian 

kejahatan tersebut. Terdapatnya teori ini memfokuskan bahwa sanksi pada 

hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut sudah 

melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dari akibat tersebut harus 

terdapat pembalasan terhadap orang yang sudah melakukan tindak pidana 

sehingga sanksi yang dijatuhkan tersebut bertujuan untuk memperoleh 

keadilan.11 

Menurut Andi Hamzah yang mengutip pendapat dari Vos dalam 

bukunya berjudul asas-asas hukum pidana mengatakan bahwa teori 

absolut ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu teori pembalasan subjektif dan 

pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merupakan suatu balasan yang 

diberikan kepada pelaku. Sedangkan pembalasan objektif merupakan 

suatu pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku di dunia 

luar.12 

 
10 Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, Cetakan 1 (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), 7–8. 
11 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11. 
12 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 31. 
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Menurut Romli Atmasasmita, untuk penjatuhan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak kejahatan dalam teori absolut ini mempunyai 

alasan pembenaran yakni:13  

a. Tipe aliran retributive vindicative adalah suatu penjatuhan sanksi 

pidana pada pelaku akan memberikan rasa kepuasan balas dendam si 

korban, baik itu perasaan adil bagi dirinya sendiri, temannya dan juga 

keluarganya.  

b. Tipe aliran retributive fairness adalah penjatuhan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak kejahatan dan juga anggota masyarakat lainnya 

dijadikan sebagai sebuah peringatan bahwa setiap perbuatan yang telah 

dilakukannya dapat membuat kerugian pada orang lain atau untuk 

mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain yang dilakukan secara 

tidak wajar maka ia akan menerima balasannya. 

c. Tipe aliran retributive proportionality adalah pidana yang dimaksud 

pada teori ini untuk melihatkan bahwa terdapat keseimbangan antara 

beratnya suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan pidana yang 

dijatuhkannya. 

Menurut Muladi dalam bukunya yang berjudul teori-teori dan 

kebijakan pidana yang telah mengutip pendapat dari Karl O. Cristiansen 

bahwa teori absolut ini mempunyai ciri-ciri yang mendasarkan teori ini, 

yaitu sebagai berikut:14 

 
13 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi (Bandung: Mandar Maju, 

1995), 83–84. 
14 Muladi and Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), 

19. 
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a) Tujuan dari pidana merupakan semata-mata untuk pembalasan. 

b) Pembalasan merupakan tujuan utama yang mana di dalamnya tidak 

mengandung sarana-sarana terhadap tujuan lain seperti untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

c) Adanya suatu kesalahan adalah satu-satunya syarat dalam pidana.  

d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah dibuat oleh 

pelaku. 

e) Pidana melihat ke belakang, adalah celaan yang murni dan tujuannya 

tidak untuk memperbaiki, memberikan pendidikan, atau 

memasyarakatkan kembali si pelaku. 

Tujuan dari teori absolut menurut Muladi yang telah mengutip 

pendapat dari Johanes Andenaes menjelaskan bahwa tujuan primer dari 

sanksi pidana pada teori ini merupakan suatu pemuasan terhadap tuntutan 

keadilan, sedangkan untuk tujuan sekunder pada teori ini adalah pengaruh 

dari sanksi pidana yang menguntungkan. Hal ini juga terlihat dalam 

pendapat Immanuel Kant pada bukunya Filosophy of Law sebagaimana 

yang juga telah dikutip oleh Muladi bahwa pidana tidak pernah dilakukan 

semata hanya dijadikan sarana untuk mengiklankan tujuan atau kebaikan 

lain baik dari diri pelaku maupun masyarakat. Akan tetapi, sanksi yang 

dijatuhkan hanya bisa diberikan pada orang yang telah melakukan tindak 

kejahatan dan setiap orang seharusnya merasakan ganjaran yang setimpal 

atas perbuatannya serta perasaan balas dendam tidak boleh selalu ada 
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dalam anggota masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dinamakan teori 

pembalasan.15 

Menurut Barda Nawawi Arief yang telah mengutip pendapat dari 

Nigel Walker bahwa teori retributive terdapat dua golongan yaitu teori 

retributive murni dan teori retributive tidak murni. Penjelasan dari kedua 

teori tersebut yaitu:16  

a) Teori retributive murni (The pure retributivist) yang mengemukakan 

pendapatnya bahwa suatu pidana harus dicocokkan atau disamakan 

dengan kesalahan si pelanggar.  

b) Teori retributive tidak murni. Pada teori ini terbagi menjadi dua 

modifikasi yaitu: 

I. Penganut teori retributive yang terbatas (the limiting retributivist) 

yang pendapatnya mengatakan bahwa pidana itu tidak harus 

sepadan dengan kesalahan dari si pelaku. Akan tetapi, keadaan 

yang telah dibuat oleh pelaku dalam hukum pidana tidak boleh 

melebihi batas yang tepat untuk memberikan penetapan kesalahan 

dari si pelaku.  

II. Penganut teori retributive yang distributive (Retribution in 

distribution), berpandangan bahwa sanksi yang terdapat dalam 

hukum pidana harus dibuat dengan pandangan terhadap 

pembalasan, akan tetapi aturan yang dibuat juga harus ada batasan 

 
15 Arief, 11. 
16 Arief, 12. 
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yang sesuai dengan retribusi pada beratnya sanksi hukuman pada 

si pelanggar. 

Kedua teori ini menerangkan bahwa pemidanaan yang dilakukan 

oleh pelanggar karena terdapat suatu perbuatan yang harus 

dipertanggungjawabkan, makna orientasi pada teori ini terdapat pada 

kejahatan yang dibuat sendiri. Pemidanaan diberikan kepada si pelaku 

karena ia telah membuat suatu perbuatan tindak pidana dan berhak 

menerima sanksi tersebut. Sebelum memberikan sanksi hukuman pada si 

pelaku, harus melihat terlebih dahulu dasar dari kejadian yang telah 

dilakukan olehnya. Karena atas perbuatan pelaku telah menimbulkan 

penderitaan bagi orang lain, maka pelaku juga harus mendapatkan 

hukuman yang setimpal atas perbuatannya.17 

2. Teori Relatif atau Teori Utilitarian 

Teori relatif ini mempunyai sifat yaitu forward-looking, yang 

artinya pidana dapat diberikan apabila mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Tujuan yang dimaksud pada teori ini adalah untuk mencapai 

ketertiban pada masyarakat serta dapat mencegah terjadinya tindak 

kejahatan.18 Dasar dari teori relatif ini yaitu pidana merupakan alat untuk 

menegakkan tata tertib hukum pada lingkungan masyarakat. Pemidanaan 

menurut teori relatif ini bukan sebagai sarana sebagai sanksi pembalasan 

 
17 Muhammad Fauzar Rivaldy and Mety Rahmawati, “Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan 

Sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas 

Di Dalam Lembaga Permasyarakatan,” Jurnal Hukum Adigama 1, no. 1 (July 19, 2018): 8, 

https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2159. 
18 Candra and Rifqi, “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Penologi,” 15. 
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kepada pelaku akan tetapi teori ini lebih mengedepankan manfaat dari 

pidana untuk mencegah supaya tidak terjadinya kejahatan terus menerus. 

Pada teori relatif ini, suatu pemidanaan dilakukan untuk 

memberikan maksud dan tujuan yaitu untuk memperbaiki rasa 

ketidakpuasan dari masyarakat akibat dari adanya perbuatan kejahatan. 

Maka dalam hal ini, teori relatif dapat juga diartikan sebagai pencegahan 

pada terjadinya suatu tindak kejahatan dan dapat dijadikan sebagai 

perlindungan pada lingkup masyarakat. Menurut Erdianto Effendi 

sebagaimana ia mengutip pendapat dari penganut teori ini yaitu Paul 

Anselm Van Feuerbach yang menyatakan pendapatnya bahwa, hanya 

dengan membuat agenda ancaman pidana saja tidak akan bisa memadai, 

akan tetapi juga diperlukan penjatuhan pidana pada si pelaku.19  

Teori relatif menurut Muladi bahwa pemidanaan bukan sebagai 

sarana ajang balas dendam atas kesalahan yang telah dilakukan oleh 

pelaku, akan tetapi teori ini mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk 

memberikan perlindungan bagi masyarakat. Sanksi yang diberikan untuk 

mencegah agar seseorang tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya. 

Jadi tujuan dari teori ini bukan merupakan pemuasan absolut atas 

keadilan.20 Maka dasar dari pernyataan dari teori ini bahwa suatu pidana 

dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang telah membuat suatu 

 
19 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar (Bandung: Refika Aditama, 2011), 

142. 
20 Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, 16. 
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kejahatan) akan tetapi melainkan ne peccatum (supaya seseorang tidak 

melakukan suatu kejahatan).21 

Tujuan dari teori relatif bukanlah sebuah bentuk pembalasan akan 

tetapi, tujuan teori ini digunakan untuk bisa mencapai ketertiban dalam 

lingkungan masyarakat. Sebagaimana pendapat dari Koeswadji 

mengutarakan pendapatnya terkait dengan tujuan terhadap teori ini 

yaitu:22  

a. Tujuan pada teori ini untuk dapat mempertahankan ketertiban pada 

masyarakat (de handhaving van demaatschappelijke orde). 

b. Teori ini dapat digunakan untuk memperbaiki kerugian yang telah 

dialami oleh masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak kejahatan (het 

herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel). 

c. Tujuan dari teori ini untuk dapat memperbaiki sikap perilaku si 

penjahat (verbetering vande dader). 

d. Tujuan dari teori ini juga dapat membinasakan si penjahat 

(onschadelijk maken vande misdadiger). 

e. Tujuan pada teori ini untuk dapat mencegah suatu kejahatan 

(tervoorkonning vande misdaad). 

Seorang filsuf Inggris Jeremy Bantham merupakan tokoh yang mana 

pendapatnya dijadikan sebagai landasan pada teori relatif ini. 

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Barda Nawawi Arief dari pendapat 

 
21 Arief, 14. 
22 Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka 

Pembangunan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 12. 
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beliau bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dimana ia akan 

memilih secara sendiri dan secara sadar untuk menjalani kesenangan dan 

menghindar dari kesusahan. Oleh karena itu, suatu pidana harus 

ditetapkan pada porsi kejahatannya sehingga kesusahan akan terasa lebih 

berat daripada kesenangan yang dimunculkan dari kejahatan. Untuk hal 

tersebut tujuan dari suatu pemidanaan menurut Jeremy Bantham adalah:23 

a) Untuk mencegah dari semua perbuatan pelanggaran hukum. 

b) Untuk memberikan pencegahan pada pelanggaran yang paling jahat. 

c) Untuk bisa menekan suatu kejahatan. 

d) Bisa menekan atau meminimalisir kerugian/biaya sekecil-kecilnya. 

Menurut teori relatif suatu tindak kejahatan tidak harus diiringi 

dengan suatu perbuatan pidana. Maka dengan hal tersebut, tidak cukup 

jika dipersoalkan hanya terkait kejahatannya saja melainkan juga harus 

dipersoalkan terkait dengan manfaatnya pada suatu pidana baik bagi 

masyarakat atau bagi si pelaku sendiri. Tidak hanya dilihat dari masa 

lampau akan tetapi juga diperlukan untuk melihat ke masa depan.24 Teori 

ini mendasarkan pada pandangan terkait pemidanaan yaitu untuk 

memberikan perlindungan pada masyarakat dan merupakan pencegahan 

dari terjadinya suatu kejahatan. 

Teori ini dinamakan sebagai teori tujuan dikarenakan pidana yang 

dikenakan ketika tujuan dari sanksi yang diberikan lebih banyak 

 
23 Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, 16. 
24 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2014), 

25. 
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manfaatnya dan bukan semata-mata sebagai pembalasan atau imbalan. 

Teori utilitarian ingin mencari suatu keseimbangan antara pentingnya 

hukuman pidana dengan biaya penghukuman. Jika, manfaat dari 

penjeraan lebih besar maka dapat digunakan sanksi pidana. Akan tetapi, 

apabila manfaat dari penjeraan tersebut ada maka hukuman pidana tidak 

perlu ada.25 

Pendapat dari Leonard sebagaimana yang telah dikutip oleh 

Efritadewi dalam bukunya bahwa teori relatif mempunyai tujuan untuk 

memberikan pencegahan dan dapat mengurangi suatu kejahatan. Dalam 

hal ini, sanksi pidana yang telah dijatuhkan harus dapat memberikan 

perubahan atas tingkah laku dari seorang pelaku dan juga orang lain yang 

cenderung sama ingin melakukan suatu kejahatan. Tujuan dari pidana 

tersebut digunakan untuk menegakkan tata tertib masyarakat yang mana 

dalam hal tata tertib tersebut sangat diperlukan pidana.26 

Menurut Riza Nizarli pada bukunya yang telah mengutip pendapat 

dari Packer bahwa teori ini dinamakan dengan teori utilitarian prevention 

yang disebut dengan istilah deterrence, yang mempunyai arti sama yaitu 

mencegah. Pandangan pencegahan pada teori ini lebih diaturkan pada 

tindakan yang bersifat menakut-nakuti si pelaku supaya tidak mengulangi 

kejahatan yang dilakukannya. Pada teori utilitarian ini, terdapat dua 

macam pencegahan yaitu :  

 
25 Riza Nizarli, “Teori-Teori Pemidanaan Dan Perkembangannya,” Jurnal Kanun 1, no. 38 (April 

2004): 187. 
26 Efritadewi, Modul Hukum Pidana, 9. 
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a) Deterrence theory, yang mempunyai efek pencegahan sebelum 

dilakukannya pidana. Deterrence theory ini terbagi menjadi 2 (dua) 

teori yaitu special deterrence (pencegahan khusus) dan general 

deterrence (pencegahan umum). Special deterrence memberikan efek 

pencegahan dari pidana yang telah dijatuhkan setelah pemidanaan 

(after the fact inhibition) supaya si terpidana tidak mengulangi 

kejahatan di masa mendatang. Oleh karena itu, teori ini disebut dengan 

teori penjeraan, yang nantinya si pelaku akan merasakan jera setelah 

dijatuhkan pemidanaan. Sedangkan untuk general deterrence yaitu 

efek pencegahan dari hukuman pidana yang dijatuhkan sebelum 

dilakukannya pemidanaan (before the fact inhibition). 

b) Inhibition theory. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan 

dilakukan sebagai sarana untuk mengintimidasi mental dari si pelaku, 

supaya seseorang yang sekalinya sudah dijatuhkan pidana, maka 

orang tersebut secara mentalnya akan langsung terkena dan akan 

menghindari perbuatan yang telah dilakukannya.27 

Pendapat dari Leden Marpaung, yang mana ia telah mengutip 

pendapat dari Frans von Liszt, van Hamel dan D. Simons, bahwa teori 

relatif yang lebih modern pada teori ini untuk dapat menjaminkan suatu 

ketertiban negara harus menentukan berbagai peraturan yang didalamnya 

terdapat larangan dan perintah untuk dapat mengatur hubungan antara 

individu pada lingkup masyarakat. Dan juga memberikan batasan terkait 

 
27 Nizarli, “Teori-Teori Pemidanaan Dan Perkembangannya,” 188–89. 
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hak perseorangan supaya mereka dapat hidup dengan rasa aman serta 

tentram. Oleh karena itu, negara harus dapat menjamin supaya peraturan-

peraturan yang dibuat tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat dengan 

cara memberi hukuman bagi si pelanggar aturan. Dengan demikian teori 

relatif yang modern memiliki arti bahwa untuk pemidanaan dapat 

memberikan efek jera pada si terhukum supaya nantinya tidak akan 

mengulangi perbuatan yang serupa.28 

Terdapat ciri pokok atau karakteristik dari teori relatif (utilitarian) 

yaitu sebagai berikut:29 

a. Tujuan dari adanya suatu pidana yaitu terdapatnya pencegahan 

(prevention). 

b. Pencegahan dalam hal ini bukan merupakan suatu tujuan akhir, akan 

tetapi tujuan yang dimaksud adalah sebagai sarana untuk mencapai dari 

tujuan tersebut supaya dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni 

kesejahteraan masyarakat. 

c. Penjatuhan sanksi pidana hanya diberlakukan pada pelaku yang telah 

melanggar aturan hukum karena kesengajaan atau culpa yang mana 

pelanggaran tersebut memenuhi syarat untuk dijatuhkannya sanksi 

pidana.  

d. Pidana diwajibkan untuk sesuai dengan dasar tujuannya yaitu sebagai 

alat pencegahan dari suatu kejahatan.  

 
28 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cet. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 106–

7. 
29 Efritadewi, Modul Hukum Pidana, 9–10. 
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e. Pidana bersifat prospektif, yang mana di dalamnya pidana juga dapat 

mengandung unsur pencelaan. Akan tetapi, jika unsur pembalasan 

tidak bisa diterima jika tidak membantu pencegahan kejahatan demi 

kepentingan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip oleh Fajar Ari 

Sudewo tujuan dari pemidanaan pada teori ini memiliki 2 (dua) aspek 

tujuan yaitu:30 

a) Aspek perlindungan masyarakat. Inti tujuan dari apsek ini yaitu 

memberikan pencegahan, mengurangi dana tau mengendalikan suatu 

tindak pidana serta memulihkan keseimbangan pada lingkup 

masyarakat. 

b) Aspek perlindungan terhadap individu. Inti dari aspek ini yaitu, 

melakukan rehabilitasi pada si pelaku tindak pidana dan memberikan 

pengaruh yang baik pada si pelaku tindak pidana agar taat pada aturan 

hukum yang telah berlaku. Aspek perlindungan pada individu ini bisa 

disebut dengan aspek individualisasi pidana. 

Teori relatif merupakan penjatuhan pidana yang mempunyai tujuan 

untuk memperbaiki si pelaku supaya menjadikan orang tersebut baik dan 

tidak mengulangi kejahatannya lagi. Menurut Zevenbergen, yang telah 

dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan, terdapat 3 (tiga) macam 

untuk dapat memperbaiki diri dari si pelaku, yaitu perbaikan secara 

 
30 Fajar Ari Sudewo, Penologi Dan Teori Pemidanaan, Cetakan ke-1 (Tegal: PT. Djava Sinar 

Perkasa, 2022), 36. 
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yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan pada moral. Untuk perbaikan 

secara yuridis dapat dilakukan kepada pelaku dengan cara memberikan 

arahan terkait peraturan undang-undang supaya dapat menaatinya. Untuk 

perbaikan intelektualnya dengan cara mengubah pola pikirnya supaya 

sadar akan kesalahannya, sedangkan untuk perbaikan moral dapat 

diberikan dengan rasa kesusilaan agar si pelaku menjadi orang yang 

bermoral tinggi.31 

3. Teori Gabungan (Vereningings Theorien) 

Teori gabungan adalah hasil dari proses diantara teori absolut dan 

teori relatif, yang mana masing-masing teori tersebut memberikan tujuan 

yang berbeda. Teori gabungan ini memandang bahwa tujuan dari 

pemidanaan bersifat plural. Hal ini dikarenakan telah menggabungkan 

antara tujuan dari teori relatif atau tujuan dan teori absolut (pembalasan) 

yang dijadikan menjadi satu.32 Teori ini memiliki peran ganda, yang mana 

pemidanaan mengandung karakter pembalasan yang terlihat sebagai suatu 

kritik moral dalam menjawab tindakan yang tidak benar. 

Teori gabungan ini menggunakan kedua dari teori tersebut di atas 

sebagai dasar dari pemidanaan, dengan mempertimbangkan bahwa dari 

kedua teori tersebut yaitu teori absolut dan teori relatif memiliki 

kelemahan pada masing-masing teori, kelemahan tersebut adalah sebagai 

berikut:33  

 
31 Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, 26. 
32 Candra and Rifqi, “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Penologi,” 17. 
33 Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, 

11–12. 
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a) Kelemahan pada teori absolut yaitu dapat memunculkan rasa 

ketidakadilan hal ini dikarenakan ketika dalam memberikan 

penjatuhan hukuman juga harus mempertimbangkan bukti-bukti yang 

ada dan pembalasan yang dimaksud pada teori tersebut tidak harus 

negara yang melakukan. 

b) Kelemahan pada teori relatif yaitu juga dapat memunculkan 

ketidakadilan dikarenakan seorang pelaku dari tindak pidana ringan 

dapat dijatuhi hukuman berat, selain hal tersebut kepuasan masyarakat 

juga diabaikan apabila tujuannya hanya untuk memperbaiki 

masyarakat. Serta pencegahan terhadap kejahatan dengan cara 

menakut-nakuti sulit dilakukan. 

Karakter tujuan dari teori ini terletak di pada gagasan bahwa tujuan 

dari kritik moral merupakan reformasi atas perubahan perilaku dari 

terpidana. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List 

dengan memberikan pandangannya sebagaimana yang telah dikutip oleh 

Djoko Prakoso pada bukunya yaitu diantaranya:34 

a) Tujuan pidana yang paling penting yaitu untuk memberantas 

kejahatan sebagai suatu gejala yang terjadi di masyarakat.  

b) Ilmu hukum pidana dan peraturan perundang-undangan pidana yang 

harus memperhatikan hasil studi dari ilmu antropologi dan sosiologis. 

 
34 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di dalam Proses 

Pidana (Yogyakarta: Liberty, 1988), 47. 
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c) Pidana merupakan jalan alternatif yang dapat dipakai oleh pemerintah 

untuk memberantas suatu kejahatan. Pidana bukan hanya semata-

semata sebagai sarana, maka pidana tidak bisa digunakan sendiri 

melainkan harus digunakan untuk kolaborasi dengan upaya sosial. 

Menurut teori ini, suatu pemidanaan didasarkan dari pembalasan 

dan tujuan pidana. Karena dalam hal ini, harus terdapat keseimbangan 

antara pembalasan dari sanksi pidana dan tujuan dari sanksi pidana yang 

dijatuhkan pada pelaku, supaya bisa tercapai keadilan dan kepuasan 

masyarakat. Oleh karena itu, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 

2 (dua) golongan yaitu: 

a. Teori gabungan yang utamanya adalah pembalasan. Pembalasan dalam 

hal ini, tidak boleh melebihi batas dari apa yang diperlukan dan cukup 

untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. 

b. Teori gabungan yang utamanya adalah perlindungan tata tertib 

masyarakat. Fokus pada golongan ini terletak pada apa yang diderita 

atau penerimaan sanksi yang diberikan pada pelaku tidak boleh lebih 

berat dari apa yang telah dilakukan oleh si pelaku.35 

Pendapat dari Adami Chazawi sebagaimana ia mengutip dari 

Zevenbergen bahwa teori gabungan yang menitikberatkan pada 

pembalasan memiliki makna dari pidana itu sendiri yaitu untuk bentuk 

pembalasan, akan tetapi disisi lain terdapat maksud untuk melindungi tata 

tertib hukum. Dikarenakan pidana adalah pengembalian dan pertahanan 

 
35 Efritadewi, Modul Hukum Pidana, 10. 
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ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, pidana baru bisa 

diberikan jika ia memang tidak terdapat jalan lain lain untuk 

mempertahankan tata tertib hukum tersebut.36  

Bukan hanya itu saja, menurut Adami Chazawi yang mana ia juga 

telah mengutip pendapat dari Simons dan Vos di mana mereka adalah 

pendukung teori gabungan yang memfokuskan terhadap perlindungan tata 

tertib hukum. Menurut Simons, dasar primer dari pidana yaitu pencegahan 

yang bersifat umum sedangkan dasar sekundernya terdapat pada 

pencegahan yang bersifat khusus. Dasar primer ini bertujuan pada 

pencegahan umum yang letak pidananya pada undang-undang, jika hal 

tersebut tidak membuat efektif dalam pencegahan umum, maka dialihkan 

pada pencegahan khusus yang tujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki 

sikap perilaku dan membuat si pelaku tidak berdaya. Terkait hal ini, 

pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau 

berdasarkan hukum dari masyarakat.37  

Pendapat dari Vos bahwa tujuan yang menakut-nakuti dari ancaman 

pidana terletak dalam pencegahan umum yakni tidak berfokus pada 

ancaman pidananya akan tetapi juga terhadap penjatuhan pidana secara 

konkrit yang dilakukan oleh Hakim. Sedangkan pencegahan khususnya 

berupa pemenjaraan yang mana dalam hal ini masih menjadi 

perbincangan terkait dengan efektifnya yang untuk menakut-nakuti. Hal 

 
36 Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 162. 
37 Chazawi, 163. 
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ini, dikarenakan seseorang yang pernah dihukum penjara ia tidak akan ada 

rasa takut lagi jika harus masuk penjara, sedangkan bagi orang yang tidak 

mengalami hukuman penjara ia merasa takut jika masuk ke dalam 

penjara.38 

Menurut Muladi yang menyatakan bahwa tujuan dari teori gabungan 

ini yaitu sebagai bentuk pencegahan yang sifatnya umum dan khusus, 

memberikan perlindungan pada masyarakat, memelihara solidaritas antar 

masyarakat, dan memberikan pengimbangan atau pengimbangan.39 Sama 

halnya dengan pendapat Thomas Aquitno sebagaimana yang telah dikutip 

oleh Fajrimei A. Gofar pada bukunya Asas Legalitas dalam Rancangan 

KUHP bahwa pada teori gabungan memfokuskan pada tata tertib hukum 

dan masyarakat dengan pandangan bahwa dasar dari pidana yaitu 

kesejahteraan umum. Untuk adanya suatu pidana, harus ada kesalahan 

pada perbuatan yang dilakukannya dengan cara sukarela, yang mana 

pidana ini bersifat pembalasan. Sifat dari pembalasan ini merupakan sifat 

umum dari sebuah bentuk pidana, akan tetapi dengan tujuan semula yaitu 

membuat pertahanan dan perlindungan tata tertib dalam masyarakat.40  

Teori gabungan ini adalah teori penggabungan dari teori pembalasan 

dan teori tujuan. Suatu pidana akan dibenarkan jika bisa mempertahankan 

tata tertib hukum yang ada pada masyarakat dan sifat dari pidana adalah 

pembalasan. Pidana adalah unsur yang dibuat oleh Negara supaya 

 
38 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 164. 
39 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, ED.1, Cet.5 (Bandung: Alumni, 2008), 61. 
40 Fajrimei A. Gofar, Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP (Jakarta: ELSAM, 2005), 60. 
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membuat pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatan yang sama. 

Ilmu penologi di Indonesia mempunyai perannya yaitu lembaga 

pemasyarakatan.  

Lembaga Pemasyarakatan akan selalu ada pada lingkup sistem 

peradilan pidana. Hal ini dikarenakan organisasi lain maupun lembaga 

pemasyarakatan sangat dibutuhkan daya kerjanya supaya peran Hakim 

ketika menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tetap tercapai dengan 

efektif. Sistem pelaksanaan pidana sendiri telah diatur pada undang-

undang dari cara bagaimana penerapan pidana, jenis pidana yang akan 

ditentukan pada pelaku, waktu pidana yang ditentukan oleh Hakim. Tidak 

semua narapidana yang telah diajukan di persidangan mendapatkan 

hukuman penjara. 

Hal tersebut dilakukan supaya memberikan tujuan pencegahan 

kondisi dari keadaan yang lebih buruk dengan meningkatnya jumlah napi 

yang dikenakan hukuman penjara. Akibat dari hal tersebut akan membuat 

hak narapidana tidak berjalan dengan baik. Maka dengan begitu sebaik 

mungkin dilaksanakan pengalihan pemenjaraan ataupun penahanan 

asalkan dengan catatan ketika pada proses persidangan belum diberikan 

putusan bersalah.41 

Sistem pembuktian pada penegakan hukum pidana terdapat 

beberapa bagian yaitu diantaranya :42 

 
41 Iqrak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif (Jakarta: Prenada Media, 2018), 266. 
42 Ali Imron and Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 

4–5. 
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a) Pembuktian secara positif dari undang-undang 

Pembuktian secara positif menurut undang-undang pada 

keyakinan hakim tidak digunakan pada pembuktian pada tersangka. 

Melainkan sistem pembuktiannya menggunakan barang bukti dan alat 

bukti yang sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang. Jika 

pembuktian tersebut telah terpenuhi maka terdakwa dapat disalahkan 

dan diberikan sanksi hukuman. 

b) Keyakinan dari hakim dijadikan dasar dalam pembuktian 

Pada konsep pembuktian ini diserahkan atas dasar keyakinan 

hakim. Salah atau tidaknya terdakwa dibuktikan dari keyakinan 

hakim. Pembuktian ini dilakukan dengan cara hakim memeriksa alat 

bukti yang terdapat pada proses persidangan. Hakim juga harus 

menjelaskan secara jelas apa yang menjadi dasar dari kesalahan 

terdakwa dan keyakinan hakim harus logis dan masuk akal. 

c) Pembuktian secara negatif dari undang-undang 

Sistem pembuktian negatif ini merupakan penggabungan dari 

pembuktian positif menurut undang-undang dan keyakinan hakim. 

Maksud konsep dari pembuktian adalah kesalahan terdakwa akan 

ditentukan dari alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang diyakini oleh hakim.  
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B. Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Islam 

1. Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarīmah atau 

jinayah. Kata jarīmah berasal dari kata jarama-yarimu-jarimatun yang 

artinya berbuat dan memotong. Selain itu, kata jarimah juga berasal dari kata 

ajrama-yarijmu yang artinya melakukan suatu perbuatan yang telah 

bertentangan dengan syariat Allah SWT. Hal ini, juga senada dengan 

pendapat Imam Al-Mawardi yang mengemukakan bahwa jarīmah adalah 

suatu perbuatan yang telah dilarang dari syariat Allah dan dikenai ancaman 

hukuman dari Allah yaitu hād atau ta’zīr.43   

Terkait dengan tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana 

Islam disebut sebagai perbuatan melukai atau perbuatan terhadap 

penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa). Tindak pidana pengeroyokan 

atau penganiayaan merupakan istilah dari (Al-Jinayah a’la Maa’ Duni 

Anafs). Istilah tersebut diartikan sebagai imbangan dari tindak pidana 

terhadap nyawa (Al-Jinayah a’la Anafs). Tindak pidana pada selain nyawa 

atau penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan derita rasa 

sakit yang dirasakan oleh manusia akibat dari perbuatan sesama manusia 

lainnya.44  

 
43 Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah (Prenada Media, 2016), 

1–2. 
44 An’nisa Al-Aufia, “Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian (Analisis Putusan: 

No.397/Pid.B/2017/PN.Sim)” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 14–15, 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59175/1/AN%27NISA%20AL%20AU

FIA%20-%20FSH.pdf. 
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Menurut Abd al-Qādir ‘Audah untuk tindak pidana penganiayaan 

merupakan suatu perbuatan yang menyakitkan dan perbuatan tersebut 

mengenai badan seseorang akan tetapi tidak sampai menimbulkan kematian 

atau menghilangkan nyawa. Perbuatan tersebut seperti melukai, memukul, 

menarik, memeras, memotong rambut, dan mencabutnya. Selain itu, ahli 

hukum Mesir juga menafsirkan pendapatnya bahwa perbuatan menganiaya 

adalah suatu perbuatan yang melukai dan memukul saja, pendapat ini 

menganggap bahwa perbuatan melukai dan memukul termasuk pada hal 

yang menyakiti, akan tetapi ia juga menganggap bahwa memukul dan 

melukai telah mencakup semua perbuatan yang telah dilimpahkan pada 

badan yang berakibat pada jasmani dan rohani.45 

Pengeroyokan diartikan sebagai tindakan penganiayaan yang bisa 

dilakukan baik dengan cara sengaja, semi sengaja, serta akibat dari suatu 

kesalahan. Pada hal ini, para ulama telah membagi pelukaan tersebut menjadi 

5 (lima) macam yaitu sebagai berikut:46 

a) Ibanat al-atraf, adalah suatu perbuatan yang memotong anggota tubuh 

yang didalamnya terdapat pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi 

dan anggota tubuh lainnya. 

b) Izhab ma’a al-atraf, merupakan suatu perbuatan yang menghilangkan 

fungsi dari anggota badan (yang mana anggota badan masih tetap ada 

akan tetapi tidak dapat berfungsi). Misalnya, melakukan suatu kekerasan 

 
45 Sudjari Dahlan, Sudut Pandang Terhadap Rancangan KUHP (Surabaya: Makalah, 2021), 9. 
46 Topo Santoso, Membumikan hukum pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda 

(Jakarta: Gema Insani, 2003), 38. 
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yang mengakibatkan korban mengalami ketuliian, buta, bisu, dan hal lain 

sebagainya. 

c) As-shajjaj, yaitu perbuatan luka yang dikhususkan pada anggota tertentu 

seperti kepala dan muka. Imam Abu Hanafi telah berpendapat bahwa as-

shajjaj adalah luka yang khusus pada bagian muka dan kepala, tetapi 

terkhususkan pada bagian-bagian tulang saja seperti dahi, sedangkan 

untuk pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk as-shajjaj. Akan 

tetapi, pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa pelukaan pada 

bagian muka dan kepala secara mutlak as-shajjaj. 

d) Al-jarh, adalah suatu perbuatan pelukaan yang dilakukan di daerah selain 

wajah dan kepala dan termasuk ke dalam perlukaan yang sampai dengan 

anggota bagian perut atau rongga dada serta yang tidak termasuk ke 

bagian perut atau rongga dada. Al-Jarh terdapat dua macam yaitu: jaifah 

yang merupakan pelukaan yang sampai pada bagian dalam dari dada dan 

perut, baik itu pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping. 

Sedangkan yang kedua yaitu Gahir jaifah merupakan pelukaan yang 

tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada 

bagian luarnya saja. Menurut Imam Abu Hanifah untuk hukuman pada 

al-jarh tidak berlaku hukuman qiṣāṣ sama sekali dan maupun pada jaifah 

dan gahir jaifah. 

e) Pelukaan yang tidak masuk ke bagian salah satu dari 4 (empat) jenis 

pelukaan tersebut di atas. 
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Terkait dengan hukuman perbuatan pengeroyokan dalam hukum 

pidana Islam terdapat beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa, 

hukuman terkait dengan pelukaan dapat dikenai hukuman qiṣāṣ dan juga 

hukuman ta’zīr. Hal ini sebagaimana pendapat dari Imam Malik bahwa pada 

jarīmah pelukaan dapat dikenai hukuman qiṣāṣ dan ta’zir yang mana 

keduanya dapat digabungkan. Karena hukuman qiṣāṣ merupakan suatu 

balasan terhadap hak adami, sedangkan untuk jarīmah ta’zir merupakan 

sanksi yang sifatnya mendidik dan memberikan pelajaran pada pelaku.47 

Pendapat lain dari sebagian ulama mengatakan tindak pidana 

pengeroyokan dalam hukum Islam bahwa pelukaan yang dilakukan dengan 

menggunakan tangan kosong atau cambuk dapat dikenakan dengan sanksi 

ta’zir. Meskipun menurut pendapat Ibn Al-Qayyim dan pendapat dari 

Hanabilah bahwa pelaku pelukaan terakhir dapat diancam dengan hukuman 

qishash.48 Sedangkan menurut Imam Hanafi, Syafi’i, dan Hambali 

mengemukakan bahwa hukuman ta’zīr dapat dikenai kepada pelaku residivis 

terhadap jarīmah pelukaan dan disisi lain dapat juga dikenakan hukuman 

qiṣāṣ.49  

Menurut Imam Malik bahwa untuk perbuatan tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan dengan cara sengaja berhak untuk di ta’zīr, 

meskipun ia berhak untuk di qiṣāṣ ataupun tidak, hal ini karena adanya 

penghalang qiṣāṣ (syubhat), ampunan, atau akad damai. Selain itu, beliau 

 
47 Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 174. 
48 Djazuli, 179. 
49 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 256. 
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juga telah menegaskan bahwa wajib untuk diberikan ta’zīr bersama qiṣāṣ 

untuk mencegah, menghalangi, dan membuat jera semua orang supaya tidak 

melakukan perbuatannya lagi. Jika pelaku sudah diberikan hukuman qiṣāṣ, 

maka hal ini tidak menghalangi ta’zīrnya karena perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan yang zalim.50  

Perbuatan pengeroyokan ini dalam Islam telah terdapat suatu 

larangan, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 

45 yaitu: 

ِ هَآِانََِّالن َّفْسَِبِِلن َّفْسِِوَالْعَيَْْ نَاِعَلَيْهِمِْفِي ْ ِوَالْْنَْفَِبِِلْْنَْفِِوَالْْذُُنَِبِِلْْذُُنِِوَالسِ نَِّوكََتَ ب ْ بِِلْعَيِْْ

 ِ
ِوَالْجرُُوْحَِقِصَاص  كَِفَّارَة ِ بهِِِ فَمَنِْتَصَدَّقَِ بِِلسِ ن ِِّۙ كَِهُمُِِ ۗلَّهُِفَ هُوَ ىِٕ

ٰۤ
ُِفاَوُله يََْكُمِْبِآَِانَْ زَلَِاللّ ه وَمَنِْلََِّّْ

 الظ هلِمُوْنَِ

“Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa 

(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qiṣāṣnya. Maka, 

barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak qiṣāṣ) nya, maka yang 

demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum 

dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang 

zalim” (QS. Al-Maidah (5): 45). 51 

Pada ayat tersebut untuk kata luka terdapat kesepakatan ijmā’, bahwa 

luka yang wajib diberlakukan hukuman qiṣāṣ yaitu misalnya, pemotongan 

pada anggota badan seperti tangan, telapak kaki, dan sejenisnya. Apabila 

luka tersebut berkaitan dengan tulang, maka hal tersebut dapat dikenakan 

 
50 Ahsin Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 66. 
51 “Surah Al-Mā’idah - سُورَة الما  ئدة | Qur’an Kemenag,” accessed January 24, 2023, 

https://quran.kemenag.go.id/surah/5/45. 
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hukum qiṣāṣ kecuali pada bagian paha dan luka pada bagian yang terdapat 

resiko sangat tinggi, hal ini merupakan pendapat dari Malik. Sedangkan 

pendapat dari Abu Hanifah dan sahabatnya yaitu Abu Yusuf serta 

Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani mengemukakan bahwa luka yang 

bersangkutan dengan tulang sama sekali tidak diberlakukan hukuman qiṣāṣ 

kecuali luka pada gigi. Dari kedua pendapat tersebut, Imam asy-Syafi’i juga 

berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikan sanksi qiṣāṣ pada 

luka yang berkaitan dengan tulang.52 

2. Klasifikasi Hukuman dalam Hukum Pidana Islam 

Hukuman sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan istilah uqūbah 

 yang artinya pembalasan bagi seseorang yang telah melanggar (عُقوبةَ)

ketentuan syara’ yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kata uqūbah 

berasal dari kata aqaba (َِعَقَب) yang sinonimnya adalah ِِخَلفهُِوَجَاِءَبعَقبه (yang 

artinya mengiringi dan datang dari belakangnya. Kata uqūbah juga bisa 

diambil dari lafaz (َِعَاقَب) yang sinonimnya  (َِِفَ عَل ِبِاَ ِسَوَاءً ِاهُ (جَزَ  artinya 

membalasnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.53 

Pengertian hukuman dari kata pertama dapat diartikan bahwa sesuatu 

yang disebut sebagai hukuman karena ia mengira suatu perbuatan dan telah 

 
52 M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, Cetakan ke-10 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 

2017), 122. 
53 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah, Cetakan Ke-2 (Surabaya: 

Pustaka Idea, 2015), 83. 
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dilakukan setelah perbuatan tersebut dilaksanakan. Sedangkan untuk 

pengertian kedua dapat diartikan bahwa sesuatu yang disebut hukuman 

karena suatu pembalasan pada perbuatan yang dilakukannya telah 

menyimpang dari ketentuan syara’. Menurut Sahid sebagaimana ia mengutip 

pendapat dari Abd al-Qādir ‘Audah, bahwa hukuman dalam hukum pidana 

Islam adalah suatu pembalasan yang sudah ditetapkan untuk memelihara 

kepentingan masyarakat, dikarenakan telah adanya pelanggaran atas 

ketentuan-ketentuan syara’.54 

Mengenai definisi tersebut, maka dapat diambil inti dari pengertian 

bahwa hukuman yaitu salah satu tindakan yang sudah diberikan ketetapan 

oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya atau 

melanggar ketentuan syara’ dengan tujuan memelihara ketertiban dan 

kepentingan masyarakat dan juga memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan individu.55 Pada pengertian lain hukuman adalah penerimaan 

derita atau kesengsaraan yang diperoleh pelaku atas kejahatan yang telah 

dilakukannya pada orang lain dan merupakan suatu balasan yang harus 

diterima oleh pelaku karena telah melanggar ketentuan syara’. Maka dengan 

demikian, inti pokok pada hukuman yaitu memberikan peliharaan dan 

menciptakan kemaslahatan bagi manusia supaya terhindar dari mafsadah.56 

Hukuman hanya dapat diberlakukan pada orang yang telah melanggar 

aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Hukuman harus mempunyai dasar baik 

 
54 Ibid, 85. 
55 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), 136–37. 
56 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59. 
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itu yang bersumber dari Al-Qur’ān, hadis atau lembaga legislatif yang 

mempunyai kewenangan untuk menentukan hukuman. Hukuman juga 

bersifat ke ranah pribadi yang hanya bisa diberikan kepada orang yang sudah 

melakukan perbuatan jahat. Serta hukuman juga bersifat ke ranah umum 

yang diberlakukan untuk semua orang.57 

Penghukuman pidana pada syariat Islam ialah dilakukan pembebanan 

kepada seseorang atas perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang telah 

dilakukannya atas kemauan sendiri. Penghukuman tersebut didasarkan 

kepada 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut:58 

a) Telah terdapat perbuatan yang dilarang. 

b) Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kemauannya sendiri, dan 

c) Pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatannya sendiri. 

Para Fuqahā juga telah memberikan penetapan dua kaidah untuk 

menetapkan apakah seorang pelaku tindak pidana atas dasar kesalahannya 

dapat diberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya atau tidak. 2 (dua) 

kaidah tersebut yaitu : 

1) Setiap perbuatan yang telah dilakukannya dapat menimbulkan kerugian 

pada orang lain maka dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya jika 

kerugian yang dialami oleh korban dapat dihindari dengan hati-hati dan 

tidak lalai. Akan tetapi, apabila kerugian yang dialami tidak dapat 

 
57 Djazuli, Fiqh Jinayah, 25–26. 
58 Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, 74. 
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dihindarkan secara mutlak, pelaku dari perbuatan tersebut tidak diberikan 

pertanggungjawaban.  

2) Suatu perbuatan yang apabila tidak dibenarkan oleh syara’ dan perbuatan 

dilakukan tanpa darurat yang sangat mendesak, maka hal ini merupakan 

perbuatan yang dibilang melampaui batas tanpa darurat (alasan). 

Kemudian akibat yang ditimbulkannya dapat dikenai 

pertanggungjawaban baik itu akibat dari perbuatan tersebut dapat 

dihindari atau tidak.59 

Berdasarkan hal tersebut, suatu hukuman bukanlah hanya semata-

mata diberikannya hukuman kepada pelaku untuk menebus atas 

perbuatannya saja. Melainkan penghukuman tersebut juga terdapat 

tujuannya. Tujuan utama dari penetapan hukuman dalam hukum pidana 

islam yaitu diantaranya:60 

a) Pencegahan 

Pencegahan merupakan menahan seseorang yang melakukan 

perbuatan jarīmah supaya orang tersebut tidak akan mengulangi 

perbuatannya secara terus-menerus. Selain untuk mencegah pelaku agar 

tidak melakukan perbuatan, pencegahan ini juga dilakukan kepada orang 

lain supaya tidak meniru atau ikut-ikutan melakukan perbuatan jarīmah. 

Maka dalam hal ini, hukuman yang diberikan kepada pelaku juga bisa 

dikenai pada orang lain yang melakukan perbuatan kejahatan yang sama. 

 
59 Muslich, Hukum Pidana Islam, 145. 
60 Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, 137–39. 
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dengan demikian, fungsi pencegahan ini memiliki makna ganda yaitu 

menahan seseorang agar tidak melakukan kejahatan yang sama lagi dan 

menahan orang lain untuk menjauhkan diri dari lingkungan tersebut agar 

tidak mengikuti jejak kejahatan.  

b) Perbaikan dan Pendidikan 

Tujuan pada perbaikan dan pendidikan ini adalah untuk memberikan 

didikan pada pelaku jarīmah supaya menjadi orang yang lebih baik dan 

menyadari atas kesalahan yang telah dilakukannya. Terdapatnya tujuan 

ini, sangat diharapkan supaya dapat menumbuhkan kesadaran pada diri 

pelaku bahwa menjauhi suatu perbuatan jarīmah bukan karena ketakutan 

untuk mendapatkan hukuman, akan tetapi sadar akan kesadaran dirinya 

dan kebenciannya pada jarīmah dengan harapan untuk mendapatkan ridho 

dari Allah.  

Hukum pidana Islam telah mendasarkan hukuman pada beratnya suatu 

kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam memberikan hukuman 

syariat hukum Islam telah mengklasifikasikan hukuman menjadi 3 (tiga) 

yaitu diantaranya:   

1) Hudūd 

Jamak dari kata hudūd adalah kata hād, yang secara bahasa hād 

merupakan pencegahan. Maksud dari pencegahan tersebut yaitu 

mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatan kejahatan yang 

pernah dilakukan sebelumnya. Sedangkan secara istilah hād merupakan 

pemberian hukuman yang telah didasarkan pada hak Allah. Oleh karena 
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itu, kata hudūd terbatas pada hukuman yang mana tindak pidananya telah 

diatur atau sudah ditetapkan dalam Al-Qur’ān dan Sunah.61  

Jarīmah hudūd adalah suatu hukuman yang telah diberikan pada 

seseorang yang sudah melakukan pelanggaran hukum yang jenis dan 

hukumannya telah sesuai pada aturan yang terdapat pada nāṣh. Maka 

hukuman hād merupakan hukuman yang berdasar pada hak Allah di mana 

jumlahnya terbatas. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Abd al-Qādir 

‘Audah bahwa jarīmah hudūd merupakan suatu jarimah yang mendapat 

ancaman hukuman hād dan hād adalah suatu ancaman hukuman yang 

sudah ditetapkan baik macam dan jumlahnya serta menjadi hak Allah.62 

Jarīmah yang telah menjadi ketentuan hak Allah pada prinsipnya 

merupakan jarīmah yang telah menyangkut hak-hak masyarakat dengan 

tujuan untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan kenyamanan 

masyarakat. Fokus pada jarīmah ini bukan pada pelanggaran yang telah 

dilakukan oleh pelaku, melainkan pada akibat yang ditimbulkan dari 

perbuatan yang telah dikerjakannya. Dasar dari hukuman ini, yaitu untuk 

mencegah seseorang baik orang lain untuk tidak mengulangi kejahatan 

yang serupa dan untuk memastikan bahwa hukuman yang telah diberikan 

memberikan efek jera pada pelaku.63 

 
61 Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 

47. 
62 Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam,” 

Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2, no. 2 (July 2018): 531. 
63 Marli Candra, “The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology,” Al-

’Adalah 15, no. 2 (2018): 359–60. 
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Penjatuhan hukuman hudūd menurut Jimly Asshiddiqie yang telah 

dikutip oleh Nafi’ Mubarok maksud dalam memberikan pencegahan pada 

terjadinya suatu tindak kejahatan yang lebih lanjut pada lingkungan 

masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan balasan 

pada pelaku kejahatan dengan perspektif untuk membela orang yang 

lemah dan yang telah menjadi korban. Dengan dijatuhkannya hukuman 

hudūd maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan menjadi 

begitu jelas bagi semua orang. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa 

jarīmah hudūd bersifat forward looking yang artinya, suatu kejahatan 

yang dilihat tidak hanya pada masa lalunya si pelaku atau kejadian saat 

kejahatan tersebut, melainkan juga melihat pada keadaan yang akan 

datang dengan dijatuhkannya hukuman tersebut.64 

2) Qiṣāṣ 

Secara etimologi Qiṣāṣ berasal dari kata ِ ِِ–قَصَّ اقَصَصًاِِ–يَ قُصُّ  yang 

berarti mengikuti, menelusuri, menelusuri jejak atau langkah. Hal ini 

sebagaimana pada firman Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 64.  

اِعَلهٓىِاهثََرهِِِاَِقَصَصًاِِّۙ ِفاَرْتَدَّ كُِنَّاِنَ بْغِِۖ لِكَِمَا  قاَلَِذه

“dia (musa) berkata, “itulah yang kita cari”. Lalu keduanya kembali dan 

menyusuri jejak mereka semula” (QS. Al-Kahfi (18): 64)..65 

 

 
64 Nafi’ Mubarok, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah,” Al-

Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 18, no. 2 (2015): 316. 
65 “Surah Al-Kahf - سُورَة الكهف | Qur’an Kemenag,” accessed February 6, 2023, 

https://quran.kemenag.go.id/surah/18/64. 
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Sedangkan secara terminologi qiṣāṣ yaitu suatu tindakan atau pemberian 

hukuman pada pelaku sebagaimana tindakan yang telah dilakukan oleh 

pelaku pada korban, hal ini telah dikemukakan oleh al-Jurjany. Pendapat 

lain dari al-Mu’jam al-Wasit bahwa qiṣāṣ diartikan sebagai penjatuhan 

hukuman pada pelaku tindak pidana yang hukumannya seimbang dengan 

apa yang telah diperbuat, semisal nyawa dibalas dengan nyawa, anggota 

tubuh dibalas dengan anggota tubuh.66 

 Kata qiṣāṣ dalam hadis disebut disebut dengan kata qawad, yang 

artinya semisal, seumpama. Maksud tersebut adalah suatu balasan atau 

akibat yang telah diterima oleh pelaku sebagaimana hukuman tersebut 

juga disamakan dengan apa yang dialami oleh korban. Pendapat dari Abd 

al-Qādir ‘Audah bahwa qiṣāṣ adalah hukuman yang berupa wujud 

pembalasan yang diberikan pada pelaku sebagaimana hukuman tersebut 

diberikan secara seimbang atas perbuatannya yang dilakukan pada 

korban.67 

 Hukuman qiṣāṣ merupakan hukuman yang kadar jenis dan beratnya 

dalam suatu jarīmah telah ditentukan dalam Al-Qur’ān dan Sunah. 

Hukuman qiṣāṣ juga merupakan hukuman yang terbaik, sebab telah 

mencerminkan rasa keadilan yang mana pelaku akan mendapatkan 

hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Serta qiṣāṣ juga dapat lebih 

menjamin terwujudnya keamanan terhadap individu dan juga ketertiban 

 
66 Nurul Irfan and Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2022), 4. 
67 Hasan and Saebeni, Hukum Pidana Islam, 577. 
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masyarakat. Hukuman ini akan membuat pelaku bisa berfikir dua kali jika 

ingin melakukan perbuatan yang sama apabila dia mengingat untuk akibat 

yang akan diperolehnya hasilnya akan sama.68 

Pada Al-Fiqh Al-Jinayah untuk sanksi qiṣāṣ terdapat 2 (dua) macam 

yaitu yang pertama, qiṣāṣ yang melakukan perbuatan pembunuhan dan 

yang kedua qiṣāṣ karena telah melakukan perbuatan penganiayaan. Ulama 

fiqh telah memberikan perbedaan pada jarimah pembunuhan menjadi 

dalam 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut:69  

a) Al-Qatlu Al-‘Amdi (pembunuhan yang dilakukan dengan cara 

sengaja). 

b) Al-Qatlu Syibhul-‘Amdi (pembunuhan semi sengaja). 

c) Al-Qtlu Al-Khatha’ (melakukan pembunuhan karena suatu kesalahan). 

 Hukuman qiṣāṣ selain diberlakukan pada jarimah pembunuhan 

sengaja dan penganiayaan yang disengaja ia juga terdapat hukuman pada 

bentuk adami. Hukuman qiṣāṣ terkait hak adami yang mana akan 

memberikan kewenangan atau kesempatan pada korban, ahli waris atau 

wali korban untuk memberikan pengampunan pada pelaku. Apabila telah 

terjadi pengampunan pada pelaku yang diberikan oleh wali korban, maka 

hukuman qiṣāṣ menjadi gugur dan diganti dengan hukuman diyāt.70  

 Hukuman diyāt dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman 

pengganti untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan baik yang 

 
68 Nurlailatul Musyafa’ah, Hadis Hukum Pidana, Cet 1 (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL, 2013), 

22. 
69 H.M Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, Ed. 1 cetakan ke-4 (Jakarta: Amzah, 2016), 6. 
70 Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, 155. 
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disengaja maupun tidak disengaja. Akan tetapi, jika pelaku tidak mampu 

membayar diyāt dan dari pihak korban atau wali korban tetap memberikan 

maaf maka, hukuman diyāt diganti dengan hukuman ta’zīr. Kadar 

hukuman ta’zīr ini telah ditentukan oleh Hakim pada wilayah tersebut 

sebagai upaya pembelajaran yang diberikan pada pelaku.71 Ketentuan ini 

berdasar dari firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa’ ayat 92 yang 

berbunyi:  

اً ِخَطَ   كَِانَِلِمُؤْمِنٍِانَِْي َّقْتُلَِمُؤْمِنًاِاِلَّْ اًِفَ تَحْريِْ رُِرَقَ بَةٍِ  ۚوَمَا   وَّدِيةَِ  مُّؤْمِنَةٍِ وَمَنِْقَ تَلَِمُؤْمِنًاِخَطَ  

ِ مُّسَلَّمَةِ  قُ وْاِحْلِهِِاَِ اِلهٓ ِلَّكُمِْوَهُوَِمُؤْمِن ِفَ تَحْريِْ رُِرَقَ بَةٍِ  ۗاِلَِّْٓانَِْيَّصَّدَّ كَِانَِمِنِْقَ وْمٍِعَدُوٍ  فاَِنْ

نَكُمِْ ۗمُّومِنَةٍِ ِبَ ي ْ كَِانَِمِنِْقَ وْمٍٍۢ ِفَدِيةَِ  وَاِنْ ثاَق  نَ هُمِْمِ ي ْ ِ مُّسَلَّمَةِ  وَبَ ي ْ   ۚمُّومِنَةٍِوَتََْريِْ رُِرَقَ بَةٍِ اَحْلِهِِ اِلهٓ

دِْفَصِيَامُِشَهْرَيْنِِ يََِ  فَمَنِْلََِّّْ
عَلِيْمًاِحَكِيْمًاِ وكََانَِاللّ هُِ ۗاللّ هِِ تَ وْبةًَِمِ نَِ مُتَ تَابِعَيِِِْْۖ  

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin 

(yang lain), kecuali tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh 

seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 

hamba sahaya yang beriman serta membayar diyāt yang diserahkan pada 

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 

bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian 

(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 

membayar diyāt yang diserahkan pada keluarganya (si terbunuh) serta 

memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak 

memperolehnya, maka hendaklah ia (si terbunuh) berpuasa dua bulan 

berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah Swt. Dan adalah Allah 

maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. An-Nisa’ (4): 92).72  

 

 

 
71 Hasan and Saebeni, Hukum Pidana Islam, 579. 
72 “Surah An-Nisā’ - سُورَة النسا ء | Qur’an Kemenag,” accessed February 6, 2023, 

https://quran.kemenag.go.id/surah/4/92. 
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3) Ta’zīr 

Ta’zīr menurut bahasa berasal dari kata azzara yang artinya menolak 

dan mencegah, mendidik, mengagungkan, menghormati, membantunya, 

mengautkan dan menolong. Sedangkan menurut istilah ta’zīr adalah 

hukuman yang berupa pendidikan atas dosa atau tindak pidana yang telah 

dilakukan oleh pelaku, akan tetapi hukumannya belum ditentukan oleh 

syara’. Meskipun hukuman ta’zīr belum ditetapkan oleh syara’ tetapi 

telah diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan hukumannya dan 

juga pelaksanaannya.73 

Hukuman ta’zīr sepenuhnya diberikan kepada ulil amri yang pada 

masa kini telah ditangani oleh Hakim dalam Lembaga Peradilan. Ketika 

dalam menjatuhkan hukuman seorang Hakim hanya menjatuhkan 

hukuman secara global untuk menetapkan sekelompok hukuman dari 

yang seringan-ringannya suatu hukuman sampai yang ke paling berat 

hukumannya. Tujuan diberikannya penentuan hukuman ta’zīr kepada 

penguasa yaitu untuk dapat mengatur masyarakat serta memelihara 

kepentingannya dan bisa menghadapi dengan baik setiap ada keadaan 

yang sifatnya mendadak.74 

Pada prinsipnya hukuman ta’zīr diberikan pada pelaku sesuai 

dengan apa yang ditentukan oleh Hakim, akan tetapi hakim harus 

bertindak dengan cara yang adil untuk menjatuhkan hukumannya.75 

 
73 Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, 20. 
74 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2022), 24. 
75 Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, 13. 
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Sebagaimana dalam hadis Nabi dasar hukum adanya hukuman ta’zīr telah 

disyariatkan atau diriwayatkan oleh Abu Burdah yang berbunyi: 

ُِعَلَيْهِِوَسَلَّمِْي َِ ِاللّ  ِصَلَّىَّ عَِرَسُوْلَِاللِّ  ُِعَنْهُِانَْهُِسََِ نْصَاريِِْرَضِيَِاللّ  قُوْلُِلَِْعَنِْاَبِِْبُ رِْدَةًِالأَِ

ِعَلَيْهِ(يَُْلَدُِفَ وِْ ِ)مُت َّفَقًّ ِمِنِْحُدُوْدِِاللِّ  فِِحَدٍ  قَِعَشَرَِةِِاَسْوَاطٍ,ِاِلَِّْ  

Abu Burdah Al-Ansyari ra. Mendengar Rasulullah Saw. Bersabda : 

”selain dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala tidak 

boleh dijilid atas sepuluh cambukan”.76 

 

Pada hadis tersebut hukuman ta’zīr menerangkan bahwa hukuman 

yang diberikan tidak boleh melebihi sepuluh kali cambukan. Hal ini 

dilakukan untuk menjadi pembeda batasan antara hukuman ta’zīr dengan 

hukuman hudūd. Hal ini juga telah dikemukakan oleh mazhab Hambali 

yaitu hukuman cambuk telah dilarang jika melebihi sepuluh kali, 

sebagaimana yang tertuang pada Sunnah Rasul yang berbunyi “janganlah 

kamu mencambuk di atas sepuluh kali cambukan kecuali terdapat 

hukuman dari sanksi yang telah diatur oleh ketetapan Allah SWT”.77 

Ta’zīr juga diartikan sebagai hukuman yang berupa pemberian 

pembelajaran kepada pelaku. Disebut dengan hukuman ta’zīr dikarenakan 

hukuman tersebut untuk menghalangi si tersalah supaya tidak mengulangi 

lagi jarimah yang telah dilakukannya atau bisa disebut dengan agar 

membuat pelaku merasa jera. Menurut para fuqahā telah memberikan 

artian jarimah ta’zīr yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur’an 

 
76 Hussein Bahreisj, Hadis Shahih Muslim 3 (Jakarta: Widjaya, 1983), 255. 
77 Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman 

Ta’zir, Macamnya Dan Tujuannya,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, no. 1 (June 2015): 34. 
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dan hadist yang mana berkaitan dengan suatu jarīmah yang telah 

melanggar ketetapan hak Allah dan hak hamba.78 

Bentuk dan jenis hukuman ta’zīr telah menjadi wewenang penguasa 

dengan tujuan supaya dapat menghilangkan sifat mengganggu ketertiban 

atau kepentingan umum yang menuju pada kemaslahatan umum. 

Ketertiban umum atau umum tersebut mempunyai sifat labil dan bisa 

berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Untuk 

hukuman ta’zīr sendiri dilihat dari segi penjatuhannya terdapat beberapa 

tujuan diantaranya:79 

a) Hukuman ta’zīr sebagai tambahan atau pelengkap hukuman pokok. 

b) Hukuman ta’zīr sebagai pengganti hukuman pokok. Dalam hal ini, 

hukuman pokok pada setiap jarīmah hanya bisa dijatuhkan jika semua 

bukti secara sah dan menyakinkan mengarah pada perbuatan tersebut. 

Maka dalam hal ini, jika terdapat kurangnya bukti pada suatu jarīmah 

hudūd atau qiṣāṣ dapat mengubah status jarīmah tersebut menjadi 

jarīmah ta’zīr. 

c) Hukuman ta’zīr sebagai hukuman pokok terhadap jarīmah ta’zīr 

syara’. 

d) Hukuman ta’zīr sebagai hukuman pokok atas jarīmah ta’zīr penguasa. 

jarīmah ta’zīr ini biasanya disebut dengan jarīmah ta’zīr yang 

mengacu pada kemaslahatan umum dikarenakan keberadaanya saling 

 
78 Endang Jumali, “Penerapan Sanksi Pidana Ta’zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di 

Indonesia,” Asy-Syari‘ah 16, no. 02 (Agustus 2014): 115. 
79 Musyafa’ah, Hadis Hukum Pidana, 119–20. 
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berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ta’zīr ini bersifat 

kontemporer dan dan juga kewilayahan serta tidak berlaku universal.  

Sanksi utama dalam penjatuhan ta’zīr ialah sebagai preventif, 

represif, kuratif dan edukatif. Maksud dari preventif ialah penjatuhan 

sanksi ta’zīr harus memberikan pengaruh positif bagi orang lain, sehingga 

orang lain tersebut tidak meniru perbuatan terhukum. Untuk fungsi dari 

sanksi represif yaitu sanksi ta’zīr tersebut harus memberikan pengaruh 

positif untuk si terhukum, supaya si terhukum tersebut tidak melakukan 

perbuatan yang sama sehingga dikenai sanksi ta’zīr.80 

Fungsi dari kuratif ialah penjatuhan sanksi ta’zīr harus bisa 

membawa perbaikan pada sikap dan perilaku terhukum untuk 

kedepannya. Sedangkan untuk fungsi edukatifnya adalah penjatuhan 

sanksi ta’zīr harus bisa menumbuhkan hasrat dari terhukum agar dapat 

mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat 

bukan karena takut terhadap hukuman akan tetapi, semata-mata tidak 

senang atas kejahatan. Oleh karena itu, fungsi tersebut harus diberlakukan 

sesuai dengan keperluan tidak lebih dan kurang dengan prinsip keadilan.81 

 

 

 
80 Djazuli, Fiqh Jinayah, 187. 
81 Djazuli, 187. 
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BAB III  

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 

4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gsk 

A. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan 

Kasus yang berada di Pengadilan Negeri Gresik tentang tindak pidana 

pengeroyokan dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gsk dengan nama 

terdakwa si Anton yang berusia 16 (enam belas) tahun bersama-sama dengan 

saksi Mochammad Valentino Ardiansyah atau disebut dengan Ardi yang mana 

hal ini dilakukan dengan penuntutan dalam berkas terpisah, kemudian dengan 

Sdr Wahyu atau Kancil (DPO), Sdr Angga (DPO), dan sanksi Septian Adi 

Nurcahya atau Silit (penuntutan dilakukan dengan berkas terpisah). Pada waktu 

hari senin tanggal 19 September 2020 pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya 

masih pada waktu di tahun 2022 di lokasi depan Masjid Sabilul Taqwa Dsn. 

Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidak-tidaknya 

masih berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Gresik berwenang dan 

mengadili bahwa atas perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 170 Ayat 2 

ke-1 KUHP.1 

Kejadian bermula pada hari sabtu, tanggal 17 September 2022 dengan 

perkiraan waktu pukul 23.00 Wib dimana terdakwa telah mengirimkan Voice 

note di Whatsapp kepada saksi Mochammad Valentino Ardiansyah atau disebut 

 
1 “Direktori Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Aanak/2022/PN Gsk,” 3, accessed 

January 24, 2023, 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed50f1d3ff28aabc97313033383239.ht

ml. 
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dengan Ardi yang merupakan guru dari terdakwa sebagai anggota IKSPI yang 

sudah dikeroyok oleh perguruan silat PSHT di tempat SPBU Desa Bringkan 

Kec.  Menganti Kab.Gresik, yang voice note tersebut berbunyi: ”mas aku njaluk 

tulung aku digebuki arek SH nang pom Bringkang” (mas saya minta tolong saya 

telah dipukuli anak SH di POM Bringkang). Kemudian saksi Mochammad 

Valentino Ardiansyah meneruskan isi voice note tersebut ke Grup “IKSPI 

Ranting Kedamean”. Setelah terkirim, saksi Septian Adi Nurcahya atau Silit 

dan Sdr. Udin menanggapi voice note tersebut dengan membalas pesan yang 

berisi on the way (otw).  

Pada jam 23.10 Wib Sdr. Muhammad Sendi Prakoso bersama dengan 

Sdr. Saksi Mochammad Valentino Ardiansyah alias Ardi pulang dan berniat 

untuk mendatangi terdakwa dan tiba dilokasi pada jam 00.30 Wib di Gang 

masuk Persawahan belakang pabrik Plastik Ds. Kedamean Kec. Kedamean 

Kab.Gresik. Saat itu terdakwa sudah bersama dengan saksi Septian Adi 

Nurcahya Alias Silit, Sdr Udin, saksi Luki Dwi Susanto, dan Sdr Agung untuk 

menceritakan kronologi kejadian pengeroyokan yang telah dialami oleh 

terdakwa, dan pada saat itu terdakwa juga berkata bahwa terdakwa merasa tidak 

terima dengan kejadian yang dialaminya dan berniat ingin balas dendam. 

Setelah menjelaskan kronologi yang terjadi pada terdakwa dan kemudian 

disepakati untuk berkumpul lagi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 

pukul 22.00 wib. 

Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 23.35 wib terdakwa 

bersama-sama dengan anggota IKSPI lainnya sebanyak kurang lebih 20 orang 
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anggota telah berkumpul. Sekiranya di jam 24.00 wib rombongan anggota 

IKSPI tersebut berangkat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 

melewati Jl. Raya Kedamean ke arah Selatan menuju Perempatan Legundi 

kemudian belok kiri ke arah Driyorejo. Pada hari Senin tanggal 19 September 

2022 pukul 00.15 wib rombongan anggota IKSPI telah sampai di depan Masjid 

Sabilut Taqwa Dsn. Semambung Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik, 

yang mana Sdr. Bogang melihat terdapat anak PSHT yang berjumlah 4 orang 

kurang lebih sedang berduduk di depan Masjid Sabilut Taqwa Dsn. Semambung 

Desa Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik yang menggunakan kaos beratribut 

PSHT warna Hitam. Kemudian Sdr Bagong berteriak “arek SH- arek SH” (anak 

SH anak SH) sambal tangannya menunjuk ke arah anggota PSHT tersebut. Tak 

lama rombongan anggota IKSPI langsung memutarbalikkan kendaraannya 

untuk menuju kepada anggota PSHT tersebut.  

Saksi Sdr.Wahyu alias Kancil langsung turun dari sepeda motornya 

bersama dengan Sdr Angga berlari untuk menghampiri dan mencegat saksi 

korban Dico Hutama Putra Rahmadi. Kemudian Sdr Wahyu alias Kancil 

mengeluarkan senjata berupa Ruyung/double stick yang terbuat dari besi, 

kemudian dihantamkannya beberapa kali ke kepala saksi korban Dico Hutama 

Putra Rahmadi. Setelah itu, Sdr Angga memukuli badan saksi korban Dico 

Hutama Putra Rahmadi beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong 

sehingga membuat saksi korban Dico Hutama Putra Rahmadi terjatuh. 

Kemudian terdakwa melakukan pengeroyokannya dengan cara menendang dan 
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menginjak-injak saksi korban Dico Hutama Putra Rahmadi dengan 

menggunakan kaki kanan beberapa kali.  

Sdr. Angga menarik dan melepaskan kaos PSHT yang dipakai saksi 

korban Dico HUtama Putra Rahmadi, kemudian saksi korban Muhammad 

Nisfian Nursya’banu yang ingin membantu saksi korban Dico Hutama Putra 

Rahmadi datang dari berat ke timur akan tetapi dicegat oleh Sdr. Wahyu alias 

Kancil yang kemudian mengunci atau memiting saksi korban Muhammad 

Nisfian Nursya’banu. Setelah itu datanglah saksi Septian Adi Nurcahya alias 

Silit berlari dari arah barat ke timur mengarah kepada saksi korban Muhammad 

Nisfian Nursya’banu menyabetkan celurit yang dipegangnya dan mengenai 

lutut kiri korban hingga mengakibatkan luka robek lebar dan berdarah. 

Kemudian saksi korban Dico Hutama Putra Rahmadi dan saksi korban 

Muhammad Nisfian Nursya’banu berlari untuk menyelamatkan diri ke arah 

timur sampai bertemu dengan teman saksi korban Dico Hutama Putra Rahmadi 

dan saksi korban Muhammad Nisfian Nursya’banu meminta tolong untuk 

diantar ke Puskesmas terdekat, dan setelah itu kedua saksi korban melaporkan 

kejadian tersebut ke Polres Gresik.2 

Maka dapat disimpulkan bahwa pada pada perkara Nomor.4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Gsk fokus pelaku di sini ditujukan pada terdakwa si Anton 

dengan usia 16 (enam belas) tahun yang merupakan pelaku masuk pada kategori 

anak di bawah umur. Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan dengan 

teman-temannya yaitu anggota dari perguruan silatnya yang mana untuk teman-

 
2 “Direktori Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Aanak/2022/PN Gsk,” 3–5. 
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temannya ini dilakukan pada penuntutan terpisah. Terdakwa melakukan 

perbuatan pengeroyokan tidak menggunakan benda apapun hanya 

menggunakan tangan kosong dan cara terdakwa melakukannya dengan cara 

menendang korban dengan kaki kanannya. Terdakwa melakukan pengeroyokan 

karena sebelumnya ia telah mengalami pengeroyokan dan akibat dari 

pengeroyokan tersebut, terdakwa tidak terima dan akhirnya melakukan balas 

dendam terhadap anggota PSHT. 

B. Pertimbangan Hukum Hakim 

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa 

terdakwa juga telah memberikan keterangan bahwa pada pokoknya terdakwa 

membenarkan apa yang telah diungkapkan oleh para saksi yaitu Muhammad 

Nisfian Nusrya Banu dan Dico Hutama Putra Rahmadi serta terdakwa juga 

memberikan penjelasan kronologinya. Terdakwa melakukan pengeroyokan 

tersebut bersama dengan teman-temannya yang bernama Cahya, Ardi, Wahyu 

dan anggota Kera Sakti lainnya yang berjumlah kurang lebih 25 orang. Cara 

terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban Dico tidak menggunakan 

alat atau senjata tajam, hanya menggunakan tangan kosong dan menggunakan 

kaki kanan dengan cara menendang sebanyak 5 (lima) kali hingga mengenai 

kepala 1 (satu) kali, mengenai punggung 2 (dua) kali, mengenai tangan 1 (satu) 

kali dan perut sebanyak 1 (satu) kali.  

Bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan pengeroyokan karena 

sebelumnya terdakwa merasa sakit hati kepada anggota PSHT karena 

sebelumnya terdakwa sudah pernah dikeroyok oleh anggota PSHT di POM 
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Bensin Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik di hari Sabtu tanggal 17 

September 2022. Pada saat kejadian terdakwa menggunakan kendaraannya 

sendiri yaitu sepeda motor Beat warna biru putih dan berboncengan dengan 

Angga. Serta pada saat itu, terdakwa memakai jaket berwarna hitam polos dan 

celana pendek berwarna silver. Terdakwa adalah anggota Pencak Silat Kera 

Sakti tahun 2021 hingga saat ini. Setelah kejadian pengeroyokan tersebut, 

terdakwa tidak tahu kondisi dari para korban dikarenakan terdakwa langsung 

pergi meninggalkan lokasi kejadian.  

Bahwa senjata celurit yang digunakan pada saat melakukan 

pengeroyokan adalah milik Sdr. Farid (DPO) yang juga merupakan anggota 

IKSPI alamatnya di Dsn. Bnagetan Desa Slempit Kec. Kedamean Kab. Gresik. 

Dan bahwa kondisi atau tempat kejadian tersebut cukup ramai dikarenakan 

berdekatan dengan Jalan Raya dan dekat dengan Pemukiman Padat Penduduk 

disertai dengan penerangan cahaya yang cukup terang. Serta saksi tahu siapa 

yang telah melakukan pemukulan pada terdakwa ketika terdakwa mengalami 

pengeroyokan akan tetapi tidak tahu namanya tapi merupakan anggota dari 

PSHT. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, ia telah meminta 

maaf kepada korban dan korban telah memaafkannya.3 

Menimbang, kemudian Majelis Hakim melakukan peninjauan 

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut. Atas perbuatan terdakwa tersebut 

terdakwa dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yang 

 
3 “Keterangan Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Aanak/2022/PN 

Gsk,” 16–17. 
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telah diputuskannya sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum. 

Kemudian Hakim langsung mempertimbngkan fakta-fakta hukum tersebut dan 

meninjau Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tentang Pengeroyokan. Sehingga 

Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada 

pasal tersebut yaitu:  

1. Unsur Setiap Orang 

Unsur ini akan dipertimbangkan agar nantinya tidak terjadi kesalahan 

terhadap orangnya (error in persona). Bahwa yang dimaksudkan dengan 

“kata” yang menyatakan kata ganti “manusia” merupakan subjek hukum atas 

pelaku tindak pidana, dimana “manusia” akan mempertanggungjawabkan 

atas perbuatannya secara pidana. Maka dalam perkara ini, identitas yang 

telah diuraikan secara lengkap oleh Penuntut Umum pada surat dakwaannya 

yaitu terdakwa anak. 

Pada pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa 

yang mana telah memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya 

persidangan dengan baik serta tidak ditemukannya perilaku jasmani ataupun 

rohani yang berdasar alasan pembenar dan pemaaf dalam ilmu hukum 

pidana. Serta tidak ada satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang 

(error in persona) yang sebagai subyek hukum maupun pelaku tindak pidana 

yang sedang diperiksa pada kasus ini. berdasarkan pertimbangan tersebut, 

maka unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum. 
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2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan 

Kekerasan Terhadap Orang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan 

Mengakibatkan Luka-Luka. 

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan yang dimaksud 

dengan di muka umum ialah suatu tempat publik yang dimana orang dapat 

melihat kejadian tindak pidana yang terjadi. Sedangkan yang dimaksud 

dengan bersama-sama yaitu setidak-tidaknya 2 (dua) orang atau lebih yang 

telah melakukan perbuatan pidana. Untuk kekerasan yaitu suatu perbuatan 

yang dengan menggunakan tenaga bersama atau menggunakan kekuatan 

secara jasmani. Misalnya, dapat dilakukan dengan cara memukul 

menggunakan tangan atau dengan menggunakan senjata tajam, dan 

menendang.  

Menimbang bahwa oleh karena unsur pada dakwaan tunggal oleh 

Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memberikan 

kesimpulan bahwa atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan 

pada dakwaan tunggal telah terbukti secara sah akan kesalahan yang 

dilakukan oleh terdakwa. Maka hakim berpendapat perbuatan terdakwa anak 

pada dakwaan tunggal terbukti secara sah dan menyakinkan secara hukum. 

Pada perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah 
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dikarenakan Majelis Hakim tidak menjumpai adanya hal-hal yang bisa 

menghapuskan pertanggungjawaban pidana.4 

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan pada proses 

persidangan sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai 

berikut :5 

1. Visum Et Repertum (Korban Hidup) pada tanggal 19 September 2022 atas 

nama : Dico Hutama Putra Rahmadi, yang telah dibuat dan ditandatangani 

berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Firdausi Wulan Santosa, Dokter 

Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Driyorejo dengan hasil pemeriksaan bahwa 

pada bagian Kepala terdapat benjolan di kepala sekitar dua centimeter. 

2. Visum Et Repertum (Korban Hidup) tanggal 19 September 2022 atas nama : 

Muhammad Nisfian Nursya’banu, yang telah dibuat serta ditandatangani 

berdasarkan pada sumha jabatan oleh Dr. Firdausi Wulan Santosa, Dokter 

Rumah Sakit Petrokimia Gresik dengan hasil pemeriksaan bahwa pada 

anggota gerak bawah pada lutut kaki tampak luka robek kurang lebih 20 cm, 

dan terdapat pendarahan yang muncul terus menerus atau aktif.  

3. 1 (satu) buah telepon genggam merk redmi note 11 warna hitam. 

4. 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo berwarna hitam, dan 

5. 1 (satu) buah unit sepeda motor honda beat nopol: W 3463 KF Tahun 2013 

warna Biru Putih No. Rangka MH1JFD229DK238877 No. Mesin 

JFD2E2244056, beserta STNK dan kunci kontak. 

 
4 “Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-

Aanak/2022/PN Gsk,” 21–24. 
5 “Barang Bukti Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Aanak/2022/PN Gsk,” 18. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

74 

 

 
 

Menimbang, bahwa pada putusan ini, hakim telah mempertimbangkan 

dari segi aspek yuridisnya sebagaimana hasil dari pemeriksaan dalam proses 

persidangan yang telah berlangsung. Selain hal tersebut, Hakim juga akan 

mempertimbangkan terkait aspek non yuridisnya. Aspek dari segi non yuridis 

dilihat dari segi aspek keadaan anak, lingkungan keluarga, lingkungan sosial 

tempat tinggalnya anak.  

Menimbang, bahwa keadaan terdakwa ketika melakukan tindak pidana, 

masih berusia 16 tahun. Sehingga secara psikologisnya untuk keadaan terdakwa 

masih dalam keadaan yang labil, dan juga hal ini merupakan akibat dari 

pergaulan anak yang kurang baik serta minimnya pengawasan orang tua dan 

keluarganya karena kesibukan dari orang tua. Dengan demikian, anak terbilang 

cukup muda yang mana masih membutuhkan atau mendapatkan pendidikan dan 

pembinaan.  

Adanya aspek dari non yuridis tersebut yang dijadikan pertimbangan 

oleh Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa karena hal tersebut 

dianggap lebih adil untuk perkembangan kejiwaan anak dan masa depan anak 

serta keluarganya. Selain hal tersebut, atas ketentuan dari Pasal 60 ayat (3) 

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dimana Hakim saat menjatuhkan 

sanksi pidana wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan 

dari Pembimbing kemasyarakatan. Laporan dari pembimbing kemasyarakatan 

merekomendasikan agar Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada anak dengan 

putusan “Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pada Unit Pelaksana Teknis yang 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

75 

 

 
 

disebut sebagai UPT Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra 

Surabaya”. 

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari Pembimbing 

Kemasyarakatan Hakim tidak sependapat dengan apa yang telah 

direkomendasikan untuk menjatuhkan anak pada pidana pembinaan di 

Lembaga UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. 

Hal ini dikarenakan, bahwa Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada anak 

dengan berpedoman dari teori pemidanaan yaitu, pidana yang telah 

dijatuhkannya bukan semata-mata sebagai bentuk untuk balas dendam. Akan 

tetapi, pidana yang dijatuhkan pada pelaku ditujukan sebagai sarana untuk 

pendidikan atau pembelajaran agar ketika menjalani masa hukuman pelaku 

dapat memperbaiki akhlaknya dan memberikan efek jera supaya tidak 

mengulangi perbuatan yang serupa.6  

C. Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan 

Pada saat menjatuhkan hukuman, Hakim juga harus mempertimbangkan 

keadaan yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang memberatkan 

kepada terdakwa yaitu perbuatan anak telah mengakibatkan saksi korban Dico 

Hutama Putra Rahmadi dan saksi Korban Muhammad Nisfian Nursya’banu 

mengalami luka dan perbuatan terdakwa telah membuat resah masyarakat. 

Sedangkan hal-hal yang yang meringankan terdakwa ialah telah menyesali 

perbuatannya, anak belum pernah dihukum sebelumnya, anak telah meminta 

 
6 “Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Gsk,” 23–26. 
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maaf kepada para korban dan para korban memaafkan perbuatan yang 

dilakukan anak, serta anak statusnya masih bersekolah dan masa depannya 

masih panjang.7 

D. Amar Putusan 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan baik 

dari keterangan saksi, barang bukti yang dijadikan sebagai bukti dan 

pertimbangan Hakim maka, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik telah 

menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:8  

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Pengeroyokan”, sebagaimana dakwaan tunggal 

Penuntut Umum. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 2 (dua) bulan. 

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan agar dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Memerintahkan untuk anak agar tetap ditahan. 

5. Menetapkan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk 

redmi Note 11 warna hitam, 1 (satu) buah telepon genggam merk oppo 

berwarna hitam, dan 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W 

3463 KF Tahun 2013 warna Biru Putih No. Rangka MH1JFD229DK238877 

 
7 “Hal yang memberatkan dan meringankan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Gsk,” 26. 
8 “Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Aanak/2022/PN Gsk,” 26–27. 
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No. Mesin JFD2E2244056, beserta stnk dan kunci kontak, dikembalikan 

kepada anak.  

6. Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu 

rupiah).  
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BAB IV  

ANALISIS PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR. 4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Gsk 

A. Analisis Penologi Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi 

Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri 

Gresik Nomor. 4 Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk 

Pada sistem peradilan di Indonesia, Hakim mempunyai prinsip 

kebebasan dalam memutuskan sebuah perkara. Hakikat dari prinsip 

kebebasan Hakim yaitu ditujukan supaya tidak terdapat penyalahgunaan 

wewenang dan kekuasaan oleh badan Negara. Meskipun terdapat kebebasan 

Hakim, akan tetapi tidak boleh lepas dari unsur Undang-Undang No.48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketika menjatuhkan sebuah 

putusan hakim harus memandang 3 (tiga) aspek dalam pertimbangannya 

yaitu pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis dan 

pertimbangan keadilan yuridis.1 

Putusan pada pengadilan merupakan suatu pernyataan atau bentuk 

pengucapan yang dilaksanakan oleh Hakim pada saat sidang yang terbuka.2 

Perkara dalam putusan ini yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan 

 
1 Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat 

Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 12, no. 02 (2015): 220, 

https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-

pe.pdf. 
2 Tholib Effendi, Praktik Peradilan Pidana (Malang: Setara Press, 2016), 217. 
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perbuatan yang melawan hukum dan telah mengakibatkan orang lain 

mengalami luka. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan 

tindak pidana pengeroyokan, yang mana terkait tindak pidana 

pengeroyokan ini telah termuat dalam Pasal 170 KUHP.  

Perbuatan pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan 

dengan menggunakan tenaga bersama-sama baik secara sengaja maupun 

telah direncanakan hingga membuat korban mengalami luka, baik itu luka 

ringan maupun berat serta dapat juga menghilangkan nyawa seseorang.3 

Kasus tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk yang mana telah 

menggunakan Pasal 170 KUHP Ayat 2 Ke-1 yang telah dijadikan landasan 

Hakim dalam memutuskan perkara ini. Perbuatan terdakwa telah memenuhi 

unsur dari Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut: 

Unsur pertama yang termuat yaitu “Setiap Orang” kata setiap orang 

ini merujuk pada siapa saja dan orang tersebut harus 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Sebagaimana 

pada proses persidangan atas pengakuan dari terdakwa bahwa pada saat 

pemeriksaan identitas ia terdakwa telah membenarkannya dan mengakui 

atas perbuatannya. Maka dengan hal tersebut, unsur dari setiap orang ini 

telah terpenuhi.   

Unsur kedua yaitu “Dengan secara terang-terangan dan tenaga 

bersama menggunakan kekerasan pada orang lain hingga menyebabkan 

 
3 Soerodibroto, KUHP & KUHAP, 214. 
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luka”. Pada unsur ini menjelaskan mengenai fakta-fakta yang telah 

terungkap pada persidangan sebagaimana pengakuan dari keterangan saksi-

saksi dan terdakwa serta bukti-bukti yang lainnya. Bahwa pada kejadian 

perkara tersebut telah dilakukan oleh terdakwa dan dengan beberapa 

temannya yang mana untuk temannya dilakukan penuntutan secara terpisah. 

Atas pengakuan terdakwa bahwa kejadian pengeroyokan ini telah 

direncanakan sebelumnya dan atas perbuatannya yang dilakukan bersama 

temannya membuat korban mengalami luka pada bagian kepala. Maka 

dalam unsur kedua ini menurut pertimbangan Hakim telah terpenuhi.  

Dasar dari pertimbangan hakim ketika memberikan putusan bukan 

hanya berpacu pada unsur-unsur yang termuat pada pasal tersebut. Akan 

tetapi, juga mempertimbangkan aspek pemberat dan peringan hukuman 

sebelum menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Negeri 

Gresik telah memperhatikan hal-hal keadaan yang meringankan dan 

memberatkan yaitu sebagai berikut: 

a. Keadaan yang memberatkan 

1) Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak telah menyebabkan 

kedua korban mengalami luka-luka.  

2) Perbuatan Anak telah membuat resah masyarakat.  

b. Keadaan yang meringankan 

1) Anak telah menyesali atas perbuatan yang dilakukannya. 

2) Anak belum pernah dihukum. 
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3) Anak telah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan atas 

perbuatan yang dilakukan Anak. 

4) Status Anak masih bersekolah dan mempunyai masa depan yang 

panjang.  

Pada dasarnya Hakim memang mempunyai kewenangan untuk 

menjalankan jalannya proses persidangan. hal ini didasarkan Hakim 

diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bisa mengadili dan 

memutuskan suatu perkara yang berdasarkan asasnya yaitu asas keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Seorang Hakim dalam 

memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan aspek dari yuridis, 

sosiologis serta filosofisnya.  

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk Hakim memberikan 

putusan berdasarkan keyakinan hakim bahwa Anak masih berumur 16 

tahun. Sebagaimana menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak 

merupakan seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 

Dengan keyakinan Hakim bahwa terdakwa masih berstatus sekolah dan 

terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan dikarenakan akibat 

pergaulan yang kurang baik serta kurangnya pengawasan dari orang tua, 

dengan hal tersebut anak masih muda dan jiwanya masih sangat labil maka 

perlu untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan.       

Perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Gsk Hakim telah memutuskan bahwa hukuman yang 
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dijatuhkan pada terdakwa yaitu 2 bulan pidana penjara. Hakim memberikan 

putusan tersebut telah menggunakan kewenangannya untuk 

mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan pada Anak meskipun tidak 

sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Selain hal tersebut, 

dalam hal ini Hakim juga telah mempertimbangkan pendapat dari Lembaga 

Pembimbing kemasyarakatan untuk terdakwa agar mendapatkan hukuman 

pembinaan di Lembaga UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi 

Putra Surabaya, namun Hakim tidak setuju dengan pendapat tersebut 

dikarenakan hukuman yang telah diputuskan merujuk pada teori 

pemidanaan supaya terdakwa jera akan hukuman yang diberikan.   

Putusan Nomor.4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Gsk Hakim menggunakan 

sistem pembuktian undang-undang secara negatif yang mana Hakim 

melihat pada Pasal 170 KUHP Ayat 2 ke-1 sebagai dasar hukum yang telah 

dijadikan acuan atas perbuatan terdakwa, akan tetapi Hakim juga telah 

menggunakan pembuktian yang berdasarkan keyakinan Hakim bahwa 

terdakwa tergolong masih sangat muda, masih berstatus sekolah, dan masih 

mempunyai masa depan yang panjang. Sehingga dengan alasan tersebut 

Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama 2 bulan 

penjara pada terdakwa.  

Pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana dalam hal ini terdakwa 

merupakan anak yang masih di bawah umur yang telah berhadapan dengan 

hukum merupakan pemidanaan yang akan memberikan kesempatan untuk 

dapat melakukan suatu perubahan pidana pada narapidana anak. Seorang 
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pelaku anak yang telah dijatuhi sanksi hukuman dan sudah berkekuatan 

hukum tetap maka dapat dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan 

tujuan dari pemidanaan tersebut. Sanksi yang diberikan pada anak bersifat 

untuk membimbing, memberikan pembinaan dan mendidik anak supaya 

dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya. 

Penjatuhan pidana tidak hanya sebagai unsur balas dendam, akan 

tetapi meskipun pelaku telah mendapatkan hukuman sanksi pidana akan 

mendapat jaminan bahwa seorang pelaku tidak boleh mendapatkan siksaan 

baik itu ucapan, tindakan, perawatan atau penempatan. Seorang Hakim akan 

menjatuhkan sebuah putusan apabila terdakwa terbukti telah bersalah 

melakukan sebuah tindak pidana. Sebagaimana bunyi dari Pasal 193 ayat 1 

KUHP yang mana suatu pengadilan akan berpendapat jika terdakwa telah 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaannya, maka 

pengadilan harus menjatuhkan pidana. 

Melihat dari pertimbangan hukum Hakim pada perkara tindak 

pidana pengeroyokan dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 

4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk yang telah dijabarkan di atas dengan 

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan sanksi pidana penjara 2 

bulan. Dimana maksud hukuman tersebut merupakan bentuk dari tujuan 

pemidanaan. Maka dalam hal ini pertimbangan hukum Hakim jika dikaitkan 

dengan teori penologi terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian, diantaranya 

yaitu:  
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Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim jika dipandang dari teori 

absolut bukan merupakan dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan 

berupa pidana penjara yang diberikan pada terdakwa. Ditinjau pada teori 

ini, hukuman yang diberikan sangat memberatkan, maka sanksi yang 

diberikan jika dilihat dari teori absolut tidak sesuai karena teori ini lebih 

mengutamakan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. 

Penjatuhan pidana juga pada dasarnya dapat dibenarkan karena seorang 

pelaku telah melakukan perbuatan yang membuat orang lain menderita. 

Menjatuhkan pidana bukan dimaksudkan untuk mencapai sesuatu secara 

praktis, akan tetapi bermaksud pada penderitaan bagi si pelaku.  

Penjatuhan sanksi pidana penjara 2 bulan yang diberikan pada 

terdakwa jika dipandang dari segi teori relatif atau tujuan terdapat 

kesesuaian yang mana pada teori ini lebih mengutamakan pencegahan dan 

perlindungan tata tertib hukum pada masyarakat. Pidana merupakan alat 

untuk dapat mencegah suatu munculnya kejahatan, dengan tujuan tata tertib 

pada masyarakat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Menurut teori 

relatif untuk mencapai suatu tujuan yang berdasarkan ketertiban 

masyarakat, maka pidana mempunyai 3 (tiga) macam sifat yaitu bersifat 

menakut-nakuti, membawa perbaikan, dan bersifat membinasakan. Maka 

penjatuhan sanksi pidana penjara 2 bulan pada terdakwa merupakan tujuan 

dari adanya suatu pemidanaan supaya kedepannya terdakwa ketika telah 

selesai menjalani masa hukuman tidak akan mengulangi perbuatannya lagi 

dan sekaligus maksud penjatuhan sanksi yang diberikan juga dapat 
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menjadikan contoh pada masyarakat umum terutama anak-anak untuk tidak 

mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut. 

Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada 

terdakwa dengan pidana penjara 2 bulan jika dilihat dari teori Gabungan 

mendapat kesesuaian karena penjatuhan hukuman yang diberikan bukan 

sebagai unsur balas dendam akan tetapi, juga mempertahankan tata tertib 

hukum agar kepentingan umum tetap dapat terjaga dan terjamin dari suatu 

tindak kejahatan. Serta tujuan hukuman yang diberikan sebagai sarana 

untuk pendidikan atau pembelajaran supaya terdakwa ketika menjalani 

hukuman dapat memperbaiki akhlaknya dan juga hukuman yang dijatuhkan 

akan memberikan efek jera pada pelaku. Pidana yang sifatnya pembalasan 

ini dapat dibenarkan karena manfaatnya juga memberikan dampak positif 

pada pandangan masyarakat untuk menjaga keutuhan tata tertib hukum 

masyarakat.  

Pada prakteknya suatu tujuan pemidanaan dalam perkara putusan 

Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk menurut 

penulis dapat diterapkan pada teori ilmu penologi yaitu teori gabungan. 

Teori tersebut merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif. 

Dimana teori gabungan ini untuk penerapan sanksi pidana tidak hanya 

menitikberatkan pada unsur pembalasan kepada pelaku, akan tetapi 

melainkan juga harus mempertimbangkan maksud dan tujuan ketika 

menjatuhkan pidana dengan mempunyai tujuan untuk mencapai ketertiban 

masyarakat dan memberikan pencegahan pada seseorang untuk tidak 
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mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya serta tujuan dari hukuman 

tersebut berupa pendidikan supaya terdakwa ketika menjalani masa 

hukuman bisa merubah akhlaknya dan hukuman tersebut memberikan efek 

jera. 

Pertimbangan hukum Hakim pada perkara tindak pidana 

pengeroyokan pada putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Gsk. telah mencerminkan dari tujuan pemidanaan. Selain 

dintinjau dari penologi. Hakim seharusnya untuk memberikan putusan atau 

mengadili suatu perkara harus berasal dari surat dakwaan yang mana hal 

tersebut ialah dasar bagi hakim untuk memberikan putusan. Menurut 

penulis, sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa si Anton yaitu 

dengan sanksi Pidana Penjara 2 bulan dirasa telah sesuai dengan yang 

seharusnya. Hal ini dilihat dari fakta hukum yang diperoleh dari 

persidangan, dengan alasan berikut:  

1) Hakim memberikan putusan dengan sanksi pidana penjara 2 bulan yang 

mana putusan tersebut merupakan tujuan dari teori pemidanaan bukan 

unsur balas dendam. Dan hal ini, juga telah sesuai dengan Pasal 81 Ayat 

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak yang bunyinya merupakan Anak dapat dijatuhi sanksi 

pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan yang dilakukan 

oleh Anak dapat membahayakan masyarakat. Hal ini sebagaimana dasar 

pertimbangan Hakim yang termuat di dalam hal-hal yang memberatkan. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

87 

 

 
 

Bahwa atas perbuatan terdakwa si Anton dapat menimbulkan bahaya 

bagi lingkungan sekitar.  

2) Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan oleh 

Majelis Hakim relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman 

pidana yang termuat dalam Pasal 170 KUHP ayat 2 ke-1 KUHP yaitu 

dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun jika sampai 

mengakibatkan luka. Akan tetapi hukuman untuk anak maksimal ½ dari 

ancaman hukuman orang dewasa. Hakim memberikan putusan lebih 

ringan dari tuntutan JPU karena telah mempertimbangkan hal-hal yang 

telah terungkap pada persidangan yaitu: bahwa dalam diri terdakwa si 

Anton tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, 

si Anton tidak pernah dihukum, si Anton juga masih berstatus sekolah 

yang mana masih mempunyai masa depan yang panjang, dan terdakwa 

juga telah meminta maaf pada korban dan korban telah memaafkan 

perbuatan dari terdakwa si Anton.    

3) Tindak pidana adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan 

adanya niat dan dilakukannya secara sadar. Berdasarkan pada 

pengakuan terdakwa si Anton, bahwa terdakwa melakukan tindak 

pidana pengeroyokan pada korban dengan cara menginjak-injak dan 

tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong. 

Tempat terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh 

terdakwa telah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa 
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Penuntut Umum yang mana tempat terjadinya dapat dilihat oleh 

masyarakat.  

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Gresik Nomor. 4 Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk   

Tindak pidana pengeroyokan dalam pandangan hukum islam 

memiliki makna yang sama dengan penganiayaan (jinayah terhadap selain 

jiwa). Tindak pidana pengeroyokan ataupun penganiayaan ini dapat 

dilakukan dengan cara sengaja, semi sengaja, serta dikarenakan adanya 

suatu kesalahan. Akibat dari adanya tindak pidana pengeroyokan maka 

memunculkan suatu luka, dimana dalam hal ini terkait dengan jenis-jenis 

pelukaan para ulama telah membagi menjadi 5 (lima) sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada bab dua di atas.  

Penjatuhan sanksi hukuman dalam pandangan hukum pidana islam 

disebut dengan ‘iqab yang artinya bentuk siksaan atau pembalasan terhadap 

tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Abd al-Qādir ‘Audah 

memberikan definisi hukuman yaitu sebagai upaya pembalasan terhadap 

pelanggaran syara’ yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.4 

Pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi hukuman apabila telah memenuhi 

syarat adanya suatu perbuatan yang dilarang. 

Perkara putusan Pengadilan Nomor 4 Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk 

yang mana pelakunya adalah seorang anak yang mendapatkan penjatuhan 

 
4 Adam Sani, “Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal 

Public Policy 1, no. 1 (November 16, 2015): 11–13, https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.702. 
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hukuman pidana penjara selama 2 bulan atas akibat yang dilakukannya. 

Pada kasus ini, untuk kategori Anak dalam Islam terdapat penentuan usia 

untuk Anak dimana balighnya seorang laki-laki dapat dilihat jika sudah 

ikhtilam (bermimpi) sedangkan untuk balighnya perempuan apabila sudah 

haid. Akan tetapi, jika kedua tersebut sudah mencapai umur 15 (lima belas) 

tahun belum mencapai masa balighnya maka sudah bisa untuk dikenai 

pertanggungjawaban pidana. 

Pada amar putusan Pengadilan Nomor 4 Pid.Sus-

Anak/2022/PN.Gsk Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 

2 bulan. Pelaku yang masih merupakan kategori Anak maka dalam hukum 

positif diberlakukan peraturan undang-undang khusus dimana Anak dapat 

dikenai hukuman ½ dari ancaman maksimal pidana orang dewasa. 

Sedangkan dalam hukum Islam juga menguraikan bahwa Anak jika telah 

melakukan suatu perbuatan pidana maka ia masuk dalam hukuman ta’zīr 

yaitu dengan cara memberikan pendidikan. 

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikenai sanksi 

apabila telah memenuhi unsur umum tindak pidana (jarīmah) telah 

terpenuhi, adapun unsur tersebut adalah:  

1) Unsur formil bahwa pada unsur ini, alam suatu perbuatan tindak pidana 

maka harus ada nash ataupun aturan-aturan untuk bisa mengatur semua 

tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan hukuman. 

Pada hal ini, perbuatan Anak telah dengan sengaja melakukan perbuatan 

pengeroyokan kepada anggota PSHT karena sebelumnya anak pernah 
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dikeroyok oleh anggota PSHT. Maka akibat dari perbuatannya Anak 

telah melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP tentang Pengeroyokan.  

2) Unsur materiil, unsur ini sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa telah terbukti secara sah dan melawan hukum, hal ini telah 

dibuktikan pada proses persidangan melalui keterangan saksi, 

keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya. 

3) Unsur moral, pada unsur ini bahwa terdakwa telah mampu untuk 

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal ini sebagaimana 

yang telah terdapat pada pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan 

bahwa sebagaimana dengan dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut 

Umum terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan 

menurut hukum serta terdakwa mampu untuk 

mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.  

Terkait hukuman bagi tindak pidana kekerasan atau penganiayaan 

terdapat 3 macam hukuman yaitu: hukuman pokoknya adalah qiṣāṣ, 

hukuman pengganti adalah diyāt dan hukuman tambahan. Menurut 

pendapat Imam Malik bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang 

dilakukan secara sengaja berhak untuk diberikan hukuman ta’zīr, meskipun 

ia berhak untuk diberikan hukuman qiṣāṣ maupun tidak, hal ini dikarenakan 

adanya suatu penghalang qiṣāṣ (syubhat), ampunan, atau akad damai. 

Sedangkan pendapat dari Imam Malik juga menguraikan bahwa wajib 

diberikan hukuman ta’zīr bersama dengan qiṣāṣ untuk bisa memberikan 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

91 

 

 
 

pencegahan, menghalangi, dan membuat jera semua orang supaya tidak 

melakukan tindak pidana di kemudian hari.   

Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah pada QS. Al-Maidah 

ayat 45:  

ِوَالْْنَْفَِبِِلْْنَْفِِوَالْْذُُنَِبِِلُِْْ ِبِِلْعَيِْْ هَآِانََِّالن َّفْسَِبِِلن َّفْسِِوَالْعَيَْْ نَاِعَلَيْهِمِْفِي ْ ذُنِِوَالسِ نَِّوكََتَ ب ْ

ِوَالْجرُُوْحَِ بِِلسِ ن ِِّۙ
 ِ
كَِهُمُِِ ۗكَفَّارَة ِلَّهُِوَِِفَ هُِ بهِِِ فَمَنِْتَصَدَّقَِ قِصَاص  ىِٕ

ٰۤ
ُِفاَوُله يََْكُمِْبِآَِانَْ زَلَِاللّ ه وَمَنِْلََِّّْ

 الظ هلِمُوْنَِ

“Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya (Taurat) itu bahwa jiwa 

(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qiṣāṣnya. Maka, 

barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak qiṣāṣ) nya, maka yang 

demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum 

dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang 

zalim” (QS. Al-Maidah (5): 45).5 

Tindak pidana terhadap selain jiwa yang dijelaskan oleh Abd al-

Qādir ‘Audah adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain dan 

mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Unsur 

dari tindak pidana atas selain jiwa adalah menyakiti, yang dimaksud 

menyakiti adalah pelanggaran yang sifatnya menyakiti atau merusak 

anggota badan seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan 

penempelengan. Seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana 

harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, anak melakukan 

 
5 “Surah Al-Mā’idah - ئدة  ,Qur’an Kemenag,” accessed April 9, 2023 | سُورَة الما 

https://quran.kemenag.go.id/surah/5/45. 
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perbuatannya dengan cara menendang dengan kaki kanannya mengenai 

kepala, punggung, tangan dan perut.  

Menurut penulis, penganiayaan disini termasuk pada bagian pelukaan 

as-shajjaj dan al-jarh karena as-shajjaj merupakan luka yang mengenai 

kepala dan wajah, tetapi dalam perkara ini hanya mengenai bagian wajah. 

Sedangkan al-jarh merupakan luka dibagian leher, dada, perut, sampai batas 

pinggul. Sedangkan yang termasuk al-jarh pada kasus ini adalah ghair 

jaifah yaitu yang pelukaan tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau 

perut melainkan hanya pada bagian luarnya saja, dalam hal ini pendapat 

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa di dalam al-jarh tidak berlaku 

hukuman qiṣāṣ baik itu jaifah maupun ghair jaifah. 

Pada perkara ini maka hukumannya adalah hukuman ta’zīr karena 

telah diputuskan oleh Hakim. Berdasarkan putusan Majelis Hakim 

No.4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk sanksi yang diberikan pada terdakwa 

sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, hal ini dikarenakan penetapan 

atas sanksi bagi Anak telah sepenuhnya diberikan pada Hakim dengan 

mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap pada persidangan. 

Tujuan atas penjatuhan hukuman yaitu untuk memberikan pencegahan pada 

terjadinya tindak pidana penganiayaan dan memberikan efek jera pada 

Anak, dimana hukuman ta’zīr ini adalah hukuman yang bersifat mendidik.  

Hal ini juga telah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah 

ayat 49 yang mana untuk hukuman ta’zīr telah diserahkan kepada Hakim 

untuk menyelesaikan dan memutus perkara ini:  
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نَ هُمِْ ُِوَانَِِاحْكُمِْبَ ي ْ ِبَ عْضِِمَآِانَْ زَلَِاللّ ه ءَهُمِْوَاحْذَرْهُمِْانَِْي َّفْتِنُ وْكَِعَنٍْۢ ُِوَلَِْتَ تَّبِعِْاهَْوَاٰۤ بِآَِانَْ زَلَِاللّ ه

كَِثِيْْاًِمِِ  بَ هُمِْببَِ عْضِِذُنُ وْبِِِمِْ وَاِنَّ ُِانَِْيُّصِي ْ اَِيرُيِْدُِاللّ ه ِفاَِنِْتَ وَلَّوْاِفاَعْلَمِْانََّّ
سِقُوْنَِنَِالنَّالِيَْكَ   اسِِلَفه

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 

yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. 

Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memberdayakan 

engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika 

mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka 

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah 

kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, 

kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (QS. Al-Maidah (5): 

49).6 

 

Seperti halnya tindak pidana pengeroyokan yang telah dijelaskan 

pada bab II menurut hukum pidana islam sebagaimana pendapat dari para 

ulama yang mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana pelukaan 

yang dilakukan dengan tangan kosong atau cambuk dapat dikenai dengan 

sanksi ta’zīr.7 Sedangkan menurut Hanafiyah hukuman bagi para terdakwa 

terkait dengan tindak pidana penganiayaan jika diterapkan pada hukum 

islam termasuk pada jarimāh ta’zīr. Maka, hukuman untuk terdakwa 

dijatuhi hukuman pengganti qiṣāṣ yang kedua yaitu hukuman ta’zīr.  

Selain hal tersebut, sanksi yang dijatuhkan juga sesuai dengan 

hukuman ta’zīr karena, tujuan dari hukuman ta’zīr sendiri memberikan 

pembelajaran pada pelaku untuk membuat pelaku merasa jera dan 

menghalangi pelaku untuk tidak mengulangi jarīmah yang sama lagi. Serta 

jika ditinjau dari segi tujuan utama dalam hukuman ta’zīr, amar putusan 

 
6 “Surah Al-Mā’idah - ئدة  ,Qur’an Kemenag. ” accessed April 9, 2023 | سُورَة الما 

https://quran.kemenag.go.id/surah/5/49.”  
7 Djazuli, Fiqh Jinayah, 174–79. 
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yang telah dijatuhkan oleh Hakim pada terdakwa masuk kepada jenis sanksi 

utama dalam ta’zīr yaitu represif dan kuratif.  

Tujuan dari kedua sanksi jarīmah ta’zīr tersebut supaya dapat 

memberikan pelajaran pada pelaku dan efek jera untuk tidak mengulangi 

perbuatannya di kemudian hari. Serta hukuman yang diberikan juga dapat 

membuat pelaku mengubah sikap dan perilakunya supaya tidak terjerumus 

lagi pada kejahatan. Sebagaimana terdapat salah satu hadist yang 

menganjurkan adanya hukuman untuk dapat memperbaiki tingkah laku 

yang buruk menjadi baik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud:  

سَبْعِِسِنِيَْْ,ِوَاضْربِوُحُمِعَلَيْحَاِوَِِمِْهُِِوَِمُرُواِأوَْلْدكَُمِْبِِلصَّلَةِِ وَفَ ر قُِواِِِعَشْرٍِأبَْ نَاءُِِِهُمِِْأبَْ نَاءُِ

نَ هُمِْ فِِالْمضَاجِعِِِبَ ي ْ  

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya RA., ia berkata: 

Rasulullah SAW, bersabda: “Perintahlah anak-anakmu mengerjakanshalat 

ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan 

shalat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-

laki dan perempuan)!”.8 

Berdasarkan dari hadist tersebut, terdapat suatu tujuan yang ingin 

dicapai dari suatu pemberian hukuman. Tujuan hukuman dari hadist 

tersebut ada 2 (dua) makna yakni tujuan jangka pendek dan jangka 

panjangnya. Untuk jangka pendeknya adalah untuk dapat mengehentikan 

tingkah laku yang salah. Sedangkan untuk jangka panjangnya yaitu untuk 

memberikan didikan dan mendorong anak-anak supaya sadar akan 

 
8 Achmad Sunarto, Riyadhus Shalihin (Jilid 1), Cet. IV (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 316–17. 
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kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak akan mengulangi kesalahannya 

lagi dikemudian hari. 

Maka dengan hal tersebut, hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa 

dengan pidana penjara 2 bulan ditinjau dari hukum pidana Islam telah sesuai 

pada jarīmah ta’zīr. Hal ini, sebagaimana hukuman tersebut mempunyai 

tujuan yaitu untuk memberikan efek jera pada pelaku. Sehingga dengan 

demikian, hukuman tersebut dapat menghasilkan pada suatu aspek 

pendidikan dan aspek kemaslahatan, yaitu supaya terdakwa menyadari akan 

kesalahannya dan bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi diri yang lebih 

baik lagi sehingga dapat terwujudnya suatu keadilan dan hidup di 

lingkungan masyarakat dengan tentram, aman dan sejahtera.   
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis penologi dalam pertimbangan hukum Hakim pada Putusan 

Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/PN Gsk telah 

menjatuhkan vonis hukuman terhadap Anak yaitu dengan sanksi pidana 

penjara selama 2 (dua) bulan dengan berdasarkan fakta-fakta yang 

terjadi dalam persidangan dan sekaligus melihat pada aspek 

pertimbangan sosiologis, yuridis dan filosofisnya. Bahwa penjatuhan 

hukuman pada terdakwa dipandang dari teori penologi lebih sesuai pada 

teori gabungan yaitu hukuman yang diberikan bukan hanya semata-mata 

untuk unsur balas dendam akan tetapi juga tujuan untuk mencapai 

ketertiban masyarakat dan memberikan pencegahan pada terdakwa 

supaya tidak mengulangi kejahatannya di kemudian hari serta hukuman 

yang diberikan sebagai sarana untuk pendidikan atau pembelajaran 

supaya terdakwa ketika menjalani hukuman dapat memperbaiki 

akhlaknya dan juga hukuman yang dijatuhkan akan memberikan efek 

jera pada pelaku. 

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gsk tentang tindak pidana  

pengeroyokan dimana perbuatan pelaku telah menyebabkan kedua 
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korban luka-luka. Dalam hal ini, perbuatan pelaku tergolong ke dalam 

hukuman ta’zīr karena jarīmah pelukaan yang dilakukan dengan tangan 

kosong dapat dikenai dengan hukuman ta’zīr dan tujuan yang dijatuhkan 

oleh Hakim pada Anak telah sesuai dengan sanksi tujuan ta’zīr yaitu 

sanksi ta’zīr represif dan kuratif yang mana Anak akan merasakan jera 

terhadap hukuman yang diterima serta Anak tidak akan mengulangi 

perbuatannya lagi dikemudian hari. 

B. Saran  

Berbagai pemaparan yang telah dideskripsikan pada bab di atas, 

penulis ingin memberikan saran sederhana terhadap permasalahan yang 

diteliti. Adapun saran yang ingin dipaparkan adalah sebagai berikut:   

1. Terkait dengan putusan Hakim pada saat menjatuhkan putusan pidana 

terhadap perkara tindak pidana kekerasan yang berdasarkan rasa keadilan 

masyarakat, disarankan pada prakteknya untuk prinsip-prinsip dalam 

masyarakat ini benar-benar dapat dilaksanakan terutama pada hal perkara 

tindak pidana kekerasan yang mana keadilan dari pihak pelaku dan 

korban sama-sama diperhatikan berdasarkan peraturan yang telah 

berlaku.  

2. Kepada orang tua, penulis ingin memberikan saran, sesibuk apapun 

pekerjaan yang dilakukan janganlah sampai lengah untuk mendidik dan 

memberikan pengawasan kepada anaknya terutama pengawasan dalam 

hal pergaulan. Karena Anak jika sudah salah pergaulan maka ia akan 

menjadi anak nakal. Dan untuk para Anak-anak jika telah terjadi 
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permasalahan janganlah langsung ada niat untuk membalasnya dengan 

kekerasan, bisa langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang 

berwajib dan menceritakan ke kedua orang tua. Sehingga Anak tidak 

harus main hakim sendiri untuk menyelesaikannya karena hal tersebut 

akan membuat dirinya merasa rugi sendiri. 
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